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ABSTRAK 
Nama : Wahyuni 
Nim :  10800111129 
Judul :  Analisis Pemahaman Dan Kesadaran Bendahara Pemerintah Terhadap 
Kewajiban Perpajakan (Studi Kasus di UIN Alauddin Makassar) 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman dan kesadaran 
bendahara terhadap kewajiban perpajakannya dalam memotong, memungut, 
menyetor dan melaporkan Pajak Penghasilan. Pada penelitian ini digunakan data 
primer (primary data). Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara 
kepada beberapa informan yang merupakan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara 
Pengeluaran Pembantu (BPP) dari UIN Alauddin Makassar. 
Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. 
Penelitian ini merupakan lanjutan dari penelitan-penelitian sebelumnya untuk 
mengetahui bagaimana pemahaman dan kesadaran bendahara pemerintah terhadap 
kewajiban perpajakan. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 
metode observasi dan interview. Analisis data dilakukan dengan melakukan reduksi 
data kemudian menyajikan data dan menarik kesimpulan. Pengujian keabsahan data 
dilakukan dengan menggunakan triangulasi teknik yang mana dilakukan dengan 
wawncara kemudian dilakukan observasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman dan kesadaran berperan 
penting dalam memotong, memungut, menyetor dan melaporkan pajak penghasilan, 
yang mana dalam pelaporan dan pembayaran pajak diperlukan kesadaran dan 
kejujuran wajib pajak. Bendahara memotong dan memungut pajak penghasilan sesuai 
dengan aturan yang berlaku  dan melaporakan pajak dengan menggunakan surat 
pemberitahuan ke Kantor Pelayanan Pajak. Hasil penelitian ini dapat memberikan 
pemahaman yang luas kepada wajib pajak untuk lebih memahami tentang pajak dan 
dapat memberikan kontribusi kepada pemerintahan atau otoritas pajak sehingga dapat 
memberikan sosialisasi dan penyuluhan mengenai pajak penghasilan sehingga 
penerimaan pajak dapat dioptimalkan. 
 
Kata Kunci : Pemahaman, Kesadaran, Kewajiban Perpajakan, Pajak Penghasilan. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia adalah negara berkembang yang punya potensi untuk menjadi 
negara maju. Dalam struktur penerimaan negara, Indonesia mempunyai banyak 
penerimaan dari berbagai sektor diantaranya adalah sektor migas dan pajak. Kedua 
sektor tersebut mempunyai peranan  yang sangat strategis dan merupakan  komponen 
terbesar serta sumber utama  penerimaan  dalam  negeri  untuk  menopang  
pembiayaan  penyelenggaraan pemerintahan  dan  pembangunan  nasional. Namun, 
pada kenyataannya  penerimaaan  untuk  sektor  migas  sering  mengalami fluktuasi 
harga (pada tahun 2006 harga minyak bumi  US$ 64,27/barel sedangkan pada tahun 
2011  harga  minyak  bumi  US$  111,15/barel)  yang  disebabkan  oleh  nilai  tukar  
mata  uang rupiah  yang  sangat  rentan  terhadap  kondisi  atau  keadaan  ekonomi  
baik  regional  maupun internasional. 
Dalam hal ini pemerintah berusaha untuk meningkatkan penerimaan dari 
sektor non migas dimana hal ini merupakan salah satu jalan yang  harus  ditempuh  
pemerintah  dengan  memanfaatkan  segala  sumber  yang  ada secara   efektif dan 
efisien. Salah satu penerimaan non migas yang dirasakan sangat menunjang guna 
penyediaan dana pembangunan adalah penerimaan  dari sektor pajak. 
Pajak merupakan tumpuan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan, 
penerimaan pajak merupakan sumber penerimaaan negara terbesar saat ini. 
Penerimaan  pajak  ini  sangat penting  karena  pajak  digunakan  untuk pembangunan  
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negara,  dan  untuk  memenuhi kebutuhan  belanja  negara.  Penerimaan  pajak negara  
mengalami  peningkatan  sebesar  16%  selama  kurun  waktu  2005-2010.  Bahkan  
pada tahun  2014 mencapai Rp1.143,3 Triliun, atau 91,7 persen dari target yang 
ditetapkan sebesar Rp1.246,1 Triliun. Ditinjau dari aspek ekonomi, pajak merupakan 
pemindahan sumber daya dari sektor privat/perusahaan ke sektor/negara yang 
digunakan untuk membiayai keperluan negara. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas 
negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat 
jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan dapat 
digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2009:1) dalam Watung 
(2013).  
Kontribusi  penerimaan  pajak  terhadap  penerimaan  negara  diharapkan 
semakin  meningkat  dari  tahun  ke  tahun,  seiring  dengan  semakin menurunnya 
peranan minyak dan  gas bumi terhadap penerimaan negara  (Munari, 2005:120). 
Dibawah  ini  adalah  data  tentang  penerimaan  pajak  yang  telah  dihimpun  oleh 
Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.  
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 Tabel 1.1  
Realisasi Penerimaan Negara (Milyar Rupiah), 2009-2014 
Sumber Penerimaan   2009 2010 2011 2012 2013 2014 
1.Penerimaan 
Perpajakan    
619 922 723 307 873 874 1  016 237 1  192 994 
 
1 310 219 
a. Pajak Dalam 
Negeri    
601 252 694 392 819 752 968 293 1 134 289 
 
1 256 304 
1) Pajak 
Penghasilan    
317 615 357 045 431 122 513 650 584 890 
 
591 621 
2) Pajak 
Pertambahan 
Nilai    
193 067 230 605 277 800 336 057 423 708 
 
518 879 
3) Pajak Bumi 
dan  
Bangunan    
24 270 28 581 29 893 29 687 27 344 
 
25 541 
4) BPHB 6 465 8 026 (1) - - - 
5) Cukai 56 719 66 166 77 010 83 267 92 004 
 
114 284 
6) Pajak 
Lainnya    
3 116 3 969 3 928 4 211 5 402 5 980 
b. Pajak 
Perdagangan 
International    
18 670 28 915 54 122 49 656 48 421 
 
53 915 
1) Bea Masuk  18 105 20 017 25 266 28 418 30 812 33 937 
2) Bea Ekspor  565 8 898 28 856 21 238 17 609 19 978 
2.Penerimaan Bukan 
Pajak    
227 174 268 942 331 472 351 805 349 156 
 
350 930 
a. Penerimaan 
Sumber 
Daya Alam    
138 959 168 825 213 823 225 844 203 730 
 
198 088 
b. Bagian Laba 
BUMN    
26 050 30 097 28 184 30 798 36 456 
 
37 000 
c. PNPB 
Lainnya    
53 796 59 429 69 361 73 459 85 471 
 
91 083 
d. Pendapatan 
BLU    
8 369 10 591 20 104 21 704 23 499 
 
24 759 
Jumlah/Total 847 096 992 249 1 205 
346 
1 368 042 1 542 150 
 
1 661 149 
Sumber : Departemen  Keuangan  dan  Badan  Pusat  Statistik  Republik       
Indonesia  Periode 2009-2014 
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Berdasarkan  data  diatas,  dapat  dilihat  bahwa  setiap  tahunnya  terjadi 
peningkatan  penerimaan  pajak.  Pada  tahun  2009  sebesar  Rp  619.922  milyar, 
tahun  2010  Rp  723.307  milyar,  tahun  2011  Rp  873.874  milyar,  tahun  2012 Rp 
1.016.237  milyar, tahun  2013  Rp  1.192.994  milyar dan tahun 2014 Rp 1.310.219 
milyar. Untuk  lebih memaksimalkan penerimaan pajak, pemerintah telah mengambil 
langkah-langkah kebijakan  agar  dapat  memancing  kesadaran  masyarakat  untuk  
mau  membayar pajak.  Sebelum  membuat  kebijakan-kebijakan  tersebut,  ada  
beberapa  hal  yang harus diketahui oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan. 
Salah satunya faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak.  
Faktor-faktor yang dapat  mempengaruhi  penerimaan  pajak  diantaranya  
pemerintah,  petugas  pajak (fiskus),  dan  masyarakat  yang  sangat  berperan  
penting  dalam  upaya mengoptimalkan penerimaan pajak (Fouktone, 2007:3). 
Salah satu jenis  pajak  yang  dipungut  oleh  pemerintah  pusat  adalah  pajak  
penghasilan.  Pajak penghasilan  adalah  pajak  atas  penghasilan  berupa gaji,  upah,  
honorarium, tunjangan,  dan  pembayaran  lain  yang  diterima  atau  diperoleh  wajib  
pajak  orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, 
dan kegiatan. Pajak  penghasilan  dikenakan  kepada  subjek  pajak  atas  penghasilan  
yang  diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Pada kenyataanya tidak dapat 
dihindari bahwa peran serta wajib pajak dalam sistem  pemungutan  pajak  sangat  
menentukan  tercapainya  rencana  penerimaan pajak. Meskipun jumlah wajib pajak 
dari tahun ke tahun semakin bertambah namun terdapat  kendala  yang  dapat  
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menghambat  upaya  peningkatan  tax  ratio,  kendala tersebut adalah kepatuhan 
wajib pajak (Agus, 2006) dalam Dewi (2011).  
Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau 
diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri, yang 
dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang 
bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun ( Mardiasmo: 2002 : 109). Bagi wajib 
pajak Dalam Negeri, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan baik yang berasal 
dari Indonesia maupun dari Luar Indonesia. Sedangkan bagi wajib pajak Luar Negeri, 
yang menjadi Objek Pajak hanya penghasilan yang berasal dari Indonesia saja. Yang 
menjadi Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau yang diperoleh dalam 
tahun pajak yaitu : Orang pribadi dan Warisan yang belum terbagi, Badan terdiri dari, 
PT, CV, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, Firma, 
Kongsi, Koperasi, Dana pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, dan Badan Usaha Tetap 
(BUT).  
Bagi wajib pajak dalam negeri, yang menjadi subjek adalah subjek pajak yang 
secara fisik memang berada atau bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia. 
Sedangkan bagi wajib  pajak luar Negeri, yang menjadi subjek pajak luar Negeri 
adalah orang yang Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha 
tetap di Indonesia. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, ataupun 
berada di Indonesia namun tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, 
dan badan yang tidak didirikan tidak bertempat kedudukan di Indonesia.  
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Bendaharawan  Pemerintah  merupakan  Wajib  Pajak  yang  menjadi  pihak  
ketiga  yang ditentukan  sebagai  pemotong  dan  pemungut  pajak  oleh  Undang-
Undang Perpajakan. Bendaharawan melaksanakan kewajiban  perpajakan,  
sebagaimana  diatur  dalam  UU  No.28 Tahun 2007 tentang KUP, UU No. 36 Tahun 
2008 tentang Pajak Penghasilan dan UU No. 42 tahun 2009 tentang PPnBM.  Sebagai  
pejabat fungsional  bendaharawan  mempunyai tugas   menerima  dan  membayarkan,  
menatausahakan  serta  mempertanggung jawabkan  uang untuk  keperluan  belanja  
daerah  (Permendagri  No.  13,  2006).  Berdasarkan  tugas  dan tanggungjawab  itu  
bendahara  pemerintahan  juga  melaksanakan  pemenuhan  kewajiban  pajak pada 
instansi pemerintah.  
Dengan diterbitkannya pengumuman Kementerian Keuangan Republik 
Indonesia Nomor Peng-05/PJ.09/2010  (www.depkeu.go.id) menjelaskan bahwa 
bendahara mempunyai kewajiban untuk melakukan pemungutan/ pemotongan, 
penyetoran, dan pelaporan pajak ke kantor pelayanan pajak sesuai batas waktu yang 
ditentukan. Pajak-pajak yang harus dipotong/dipungut oleh bendahara pemerintah 
pusat dan daerah antara lain berupa Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21, pasal 22, pasal 
23, pasal 4 ayat (2) dan PPN. Dalam melaksanakan kewajibannya tersebut, 
masyarakat juga bisa ikut serta untuk mengawasi bagaimana pelaksanaan 
pemotongan/pemungutan pajak yang dilakukan oleh bendahara. Diantara  kewajiban  
penyetoran  dan  pelaporan pajak bendahara dalam hal ini bendahara pemerintah 
pusat adalah sebagai berikut:. 
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1. PPh Pasal 21 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama 
tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan 
dilaporkan paling lama tanggal 20 setelah Masa Pajak berakhir. 
2. PPh Pasal 22 yang dipungut oleh bendahara harus disetor pada hari yang 
sama dengan  pelaksanaan  pembayaran  atas  penyerahan  barang  yang  
dibiayai  dari belanja Negara atau belanja Daerah, dengan menggunakan 
Surat Setoran Pajak atas  nama  rekanan  dan  ditandatangani  oleh  
bendahara.  PPh  pasal  22  ini dilaporkan paling lama tanggal 14 setelah 
Masa Pajak berakhir.  
3. PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus 
disetor paling lama  tanggal 10  (sepuluh)  bulan  berikutnya setelah  Masa  
Pajak berakhir dan dilaporkan paling lama tanggal 20 setelah Masa Pajak 
berakhir. 
4. PPh  Pasal  4  ayat  (2)  yang  dipotong  oleh  Pemotong  Pajak  
Penghasilan  harus disetor  paling  lama  tanggal  10  (sepuluh)  bulan  
berikutnya  setelah  Masa  Pajak berakhir dan dilaporkan paling lama 
tanggal 20 setelah Masa Pajak berakhir 
5. PPN  atau  PPN  dan  PPnBM  yang  pemungutannya  dilakukan  oleh  
Bendahara Pengeluaran sebagai Pemungut PPN, harus disetor paling lama 
tanggal 7 (tujuh) bulan  berikutnya setelah  Masa Pajak  berakhir dan  
dilaporkan  paling lama  akhir bulan berikutnya setelah masa pajak 
berakhir. 
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Apabila  batas  waktu  akhir  penyetoran  dan  pelaporan  tersebut  jatuh  
pada  hari libur  atau diliburkan  secara  nasional,  maka  penyetoran  dan  
pelaporan  mundur  ke  hari  kerja berikutnya.  
Dengan adanya sistem withholding sistem pemungutan pajak yang 
memberikan kewenangan kepada pihak ketiga untuk memungut atau memotong 
pajak. Salah satu contoh dari sistem withholding ini adalah kewajiban pemotongan 
dan pemungutan pajak para bendahara pemerintah. Seelah melakukan kewaiban 
pemotongan pajak, bendahara melakukan penyetoran uang pajak ke kas negara dan 
melakukan pelaporan pajak ke Kantor Pelayanan Pajak menggunakan formulir Surat 
Pemberitahuan (SPT). Bukti potong PPh juga harus dibuat oleh bendahara 
pengeluaran atas pajak yang telah dipotongnya. 
Bendahara pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, 
menyimpan, membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjwabkan uang untuk 
keperluan belanja negara. Kemudian dibantu oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu 
yang disebut dengan BPP. Bendahra Pengeluaran pembantu ini  menerima  sejumlah  
dana  dari  bendahara  pengeluaran  guna dibayarkan  kepada  yang  berhak. Sesuai 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 tanggal 9 Mei 2008 pasal 1 
angka 17 dinyatakan bahwa Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya 
disebut BPP adalah bendahara yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran 
untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan 
kegiatan tertentu. BPP juga wajib melakukan pembukuan atas seluruh uang yang 
berada dalam pengelolaannya. Karena itu BPP wajib melakukan pembukuan 
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sebagaimana pembukuan yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran, sepanjang 
tidak diatur lain. Dalam melaksanakan tugasnya, BPP bertindak untuk dan atas nama 
Bendahara Pengeluaran. Dengan diangkatnya BPP dalam suatu satker, maka 
Bendahara Pengeluaran melimpahkan kewajiban dan tanggung jawab pengelolaan 
sebagian uang kepada BPP tersebut. Bendahara Penerimaan/Pengeluaran diangkat 
oleh Menteri/Pimpinan Lembaga pada setiap awal tahun anggaran. Bendahara 
menjalankan tugas-tugas kebendaharaan yang meliputi kegiatan menerima, 
menyimpan, membayar atau menyerahkan, menatusahakan dan 
mempertanggungjawabkan uang dan surat berharga yang berada dalam 
pengelolaannya pada Kementerian Negara/Lembaga/ Kantor/Satuan Kerja. Meskipun 
diangkat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga, namun secara fungsional bendahara tetap 
bertanggung jawab kepada Kuasa Bendahara Umum Negara (Kuasa BUN). Dalam 
pelaksanaan tugasnya tersebut, dilarang adanya jabatan rangkap antara Bendahara 
Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, kecuali dalam kondisi tertentu setelah 
memperoleh ijin dari BUN/Kuasa BUN.  
Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya, Bendahara 
Penerimaan/Pengeluaran dan BPP membuka rekening pada bank/pos atas nama 
jabatannya, bukan atas nama pribadi. Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa PA dan atau 
bendahara merupakan wajib pungut atas transaksi/kegiatan yang membebani APBN. 
Hasil pungutan/penerimaan yang dikelola oleh bendahara tidak dapat digunakan 
secara langsung untuk membiayai kegiatan untuk satuan kerja bersangkutan, kecuali 
diatur dalam peraturan perundangan tersendiri. Bendahara bertanggung jawab secara 
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pribadi atas pembayaran yang dilaksanakan dan bertanggungjawab hanya sebatas 
pada uang yang dikelolanya dalam rangka pelaksanaan APBN. Dalam rangka 
pertanggungjawaban tersebut, bendahara wajib melakukan pembukuan baik secara 
manual maupun menggunakan program komputer. Pembukuan bendahara diatur 
dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 tanggal 9 Mei 2008 
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban 
Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/ Kantor/Satuan Kerja dan Peraturan 
Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-47/PB/2009 tanggal 10 November 
2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan 
Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja. 
UIN Alauddin Makassar sebagai entitas pelaporan pemerintah juga 
mempunyai kewajiban dalam memotong, memungut, membayar, dan melaporkan 
pajak. Dimana UIN Alauddin adalah entitas pemerintah yang harus melakukan 
kewajibannya dalam membayar dan menyetor  Pajak Penghasilan yaitu : PPh Pasal 
21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 Ayat (2) dan PPN sehubungan dengan 
imbalan kerja (gaji/upah, honor, hadiah),  persewaan tanah dan atau bangunan,  
persewaan aset tetap lainnya (selain tanah dan atau bangunan),  jasa konstruksi, dan 
belanja barang. Serta dalam hal pemotongan UIN berhak memotong PPh Pasal 21 
tentang imbalan kerja (gaji/upah, honor, hadiah), dan pembayaran lain dengan nama 
dan dalam bentuk apapun.  PPh Pasal 22 tentang belanja barang (komputer, mobil 
dinas, ATK dan barang lainnya oleh pemerintah kepada wajib pajak penyedia barang.  
PPh Pasal 23 tentang pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, 
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penyerahan jasa atau hadiah selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Dan PPh Pasal 
4 ayat (2) tentang persewaan tanah dan atau bangunan dan jasa konstruksi. Bendahara 
pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, 
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja 
negara/daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara 
(APBN)/ Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pada kantor/satuan kerja 
kementerian negara/lembaga pemerintah daerah. Berdasarkan penjelasan diatas maka 
penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Pemahaman 
dan Kesadaran Bendahara Pemerintah Terhadap Kewajiban Perpajakan (Studi 
Kasus Di UIN Alauddin Makassar).  
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
Fokus penelitian ini adalah tingkat pemahaman dan kesadaran bendahara 
Pemerintah  terhadap kewajiban Perpajakan di UIN Alauddin Makassar.  Pemotongan 
dan penyetoran pajak dilakukan oleh Bendahara  sebagai bentuk peningkatan kualitas 
pelayanan perpajakan terhadap wajib pajak dan kemudian dilakukannya pelaporan 
pajak terutang dengan menggunakan SPT  Kantor Pelayanan Pajak.  
 Adapun penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi Dari 
Bendahara Pemerintah di UIN Alauddin Makassar terkait pemahaman dan kesadaran 
dalam memotong/memungut dan menyetor serta melaporkan pajak ke Kantor 
Pelayanan Pajak. 
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Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan informasi dan mengetahui 
pemahaman bendahara dalam memenuhi kewajiban perpajakan sehubungan dengan 
kesadaran  dalam memotong dan melaporkan pajak terutang ke KPP dengan 
menggunakan SPT.  
Dipilihnya Bendahara Pemerintah dalam melakukan kewajiban perpajakannya 
dalam penelitian ini dengan alasan  bahwa apakah bendahara sudah melakukan 
tugasnya dalam memotong/memungut, menyetor dan melaporkan pajak karena 
apabila bendahara lalai menjalankan tugasnya, maka akan mengakibatkan 
berkurangnya  penerimaan pajak sehingga akan menurunkan kemampuan pemerintah 
untuk mengatasi pengangguran, kemiskinan dan rencana pembangunan di indonesia. 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian 
ini adalah : 
1. Bagaimana pemahaman dan kesadaran bendaharawan dalam 
memotong/memungut Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21, pasal 22, pasal 23, 
pasal 4 ayat (2), dan PPN (Pajak Pertamabahan Nilai). 
2.  Bagaimana pemahaman dan Kesadaran bendaharawan dalam menyetor pajak 
serta melaporkan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 4 
ayat (2), dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) ke kantor pelayanan pajak. 
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D.  Penelitian Terdahulu 
Penelitian yang dilakukan oleh (Hartati Tuli : 2010) dengan judul Pengaruh  
pemahaman peratuan  perpajakan  dan pelayanan  pajak  KPP Pratama  Gorontalo 
Terhadap Kepatuhan wajib pajak  bendaharawan pemungut/pemotong  (studi pada  
wajib  pajak bendaharawan  pengelola dana  dekonsentrasi  tahun anggaran  2009  Di 
Kabupaten  Gorontalo. Propinsi Gorontalo. Pemahaman  ketentuan perpajakan,  
pelayanan  pajak dan  kepatuhan  wajib  pajak bendaharawan pemungut/pemotong. 
Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa tingkat  pemahaman peraturan  perpajakan  
bagi wajib  pajak  bendaharawan pemungut/pemotong masih rendah.  Pemahaman 
peraturan  perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib  pajak bendaharawan 
pemotong/pemungut. Pelayanan  pajak berpengaruh  terhadap kepatuhan  wajib  
pajak bendaharawan. Hal  ini menunjukkan bahwa semakin paham bendahara 
terhadap peraturan perpajakan maka semakin patuh pula bendahara dalam melakukan 
memotong/memungut dan menyetorkan pajak. 
Setyawati 2008 (Watung, 2013: 268)  melakukan penelitian mengenai  
“Analisis Perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan  (PPh)  Pasal  21  atas  
pegawai  tetap  pada  PT.  PLN  (persero)  unit  pelayanan  dan  jaringan  Blitar”. 
Dalam penelitian ini metode pemecahan masalah yang  digunakan adalah 
menganalisis mekanisme perhitungan Pajak  Penghasilan  Pasal  21  atas  gaji  
pegawai  tetap  dan  analisis  prosedur  pelunasan/  pembayaran  Pajak Penghasilan  
Pasal  21.  Hasil  penelitian  yang  diperoleh  menunjukkan  bahwa  mekanisme  
perhitungan  Pajak Penghasilan Pasal 21 telah sesuai dengan Undang Undang 
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Perpajakan yang berlaku saat ini. Namun ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi yaitu 
tidak  semua  pegawai  memiliki  NPWP  serta  berubahnya  status  wajib  pajak  
seperti  tambahan  anak.  Pelunasan dan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 
dilakukan oleh bagian SDM dan bagian Anggaran Keuangan yang lebih mengetahui 
masalah keuangan dan kepegawaiannya sehingga dapat memperkecil resiko 
kesalahan dalam pembukuan perusahaan. Untuk memaksimalkan perhitungan dan 
pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21  sebaiknya  bagi  wajib  pajak  yang  belum  
memiliki  NPWP  segera mendaftarkan diri untuk mempermudah administrasi dalam  
pembayaran pajak. Selain itu, setiap pegawai yang berubah status wajib pajaknya 
wajib memberitahukan kepada perusahaan selaku pemotong pajak sebelum masa 
pembayaran pajak agar perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai kenyataan.  
Menurut Sri Rizki Utami dkk (2012) pada penelitiannya  menunjukan bahwa  
pengetahuan  dan  pemahaman  tentang  peraturan  pajak  berpengaruh terhadap 
tingkat kepatuhan. Pada  saat  masyarakat  mengetahui dan  memahami peraturan  
pajak,  maka  masyarakat  pun  dapat  mematuhi  aturan  perpajakan. Pernyataan  
tersebut  menunjukkan  bahwa  wajib  pajak  cenderung  memahami tentang peraturan 
pajak sehingga mempengaruhi untuk  patuh membayar pajak. Ketika  tingkat  
pengetahuan  dan  pemahaman  akan  peraturan  pajak  meningkat, hal  ini  akan  
mendorong  wajib  pajak  untuk  melakukan  kewajiban  membayar pajak. 
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E.  Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman dan kesadaran bendahara dalam 
memotong/memungut Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21, pasal 22, pasal 23, 
pasal 4 ayat (2) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai). 
2. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman dan kesadaran bendahara dalam 
dalam menyetor pajak serta melaporkan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21, 
pasal 22, pasal 23, pasal 4 ayat (2) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) ke 
kantor pelayanan pajak. 
F. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Manfaat teoretis 
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap 
pengembangan kajian akuntansi. Penelitian ini menggunakan Theory of Reasoned 
Action (TRA) yang dikembangkan oleh Fishbein dan Ajzen (1975) dalam Santi 
(2012) yang mendasari psikologi sosial. Teori  ini menjelaskan hubungan antara 
kepercayaan, sikap, norma, tujuan, dan  perilaku  individual.  Berdasarkan  teori   ini,  
perilaku  seseorang  ditentukan oleh  minat  dan  tujuan  perilaku  untuk  melakukan  
atau tidak  melakukannya. Sejalan dengan Teori atribusi yang menjelaskan mengenai  
perilaku  seseorang,  dan  mencoba  untuk  menentukan  apakah perilaku itu 
ditimbulkan secara internal atau eksternal (Robbins, 2001) dalam Masruro (2013).   
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2. Manfaat Praktis  
Menambah pengetahuan peneliti dan mengembangkan ilmu yang telah 
diperoleh, khususnya bidang perpajakan. Memberikan masukan kepada Direktorat 
Jenderal Pajak terhadap pamahaman dan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi 
kewajiban perpajakannya. Sehingga temuan ini nantinya diharapkan dapat digunakan 
sebagai pertimbangan untuk mengetahui tingkat pemahaman sebelum dilakukan 
pemeriksaan pajak lebih lanjut. 
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BAB II 
TINJAUAN TEORITIS 
A. Theory of Reasoned Action (TRA) 
Teori ini dikembangkan oleh Fishbein dan Ajzen (1975) dalam Santi (2012) 
yang mendasari psikologi sosial. Model ini menjelaskan hubungan antara 
kepercayaan, sikap, norma, tujuan, dan  perilaku  individual.  Berdasarkan  model  
ini,  perilaku  seseorang  ditentukan oleh  minat  dan  tujuan  perilaku  untuk  
melakukan  atau tidak  melakukannya.  Menurut teori ini niat menentukan  seseorang  
untuk  melakukan  atau  tidak  melakukan  suatu  perilaku. Ajzen  (1980)  dalam Santi 
(2012) mengemukan  bahwa  niat  seseorang  dipengaruhi  oleh  dua  penentu utama 
yaitu : 
1. Sikap  
Merupakan gabungan dari evaluasi atau penilaian positif maupun negatif dari 
faktor-faktor perilaku dan kepercayaan tentang akibat dari perilaku.  
2. Norma subjektif  
Merupakan  gabungan  dari  beberapa  persepsi  tentang  tekanan/aturan  dan 
norma  sosial  yang  membentuk  suatu  perilaku.  Fisben  dan  Ajzen  
menggunakan istilah  motivation  to  comply,  yaitu  apakah  individu  
mematuhi  pandangan  orang lain yang berpengaruh dalam hidupnya atau 
tidak.  
Tujuan  dari  perilaku,  dalam teori ini  merupakan kekuatan seseorang untuk 
melakukan tindakan  yang ditentukan. Tujuan perilaku tersebut  didefinisikan  
17 
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sebagai  perasaan  positif  atau  negatif  mengenai  suatu tindakan.  Relevansinya  
dengan  penelitian  ini  adalah bahwa  seseorang  dalam menentukan  perilaku  patuh  
atau  tidak  patuh  dalam  memenuhi  kewajiban perpajakannya  dipengaruhi  
rasionalitas  dalam  mempertimbangkan  manfaat  dari pajak  dan  juga  pengaruh  
lingkungan  yang  berhubungan dengan  pembentukan norma subjektif yang 
mempengaruhi keputusan perilaku 
B. Teori Atribusi 
Kepatuhan wajib pajak terkait dengan sikap wajib pajak dalam membuat 
penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian 
mengenai  orang  lain  sangat  dipengaruhi  oleh  kondisi internal  maupun  eksternal 
orang tersebut. Teori atribusi sangat relevan untuk menerangkan maksud tersebut. 
Pada  dasarnya  teori  atribusi  menyatakan  bahwa  bila  individu-individu 
mengamati  perilaku  seseorang,  mereka  mencoba  untuk  menentukan  apakah 
perilaku itu ditimbulkan secara internal atau eksternal (Robbins, 2001) dalam 
Masruro (2013). Perilaku yang disebabkan  secara  internal  adalah  perilaku  yang  
diyakini  berada  di  bawah kendali  pribadi  individu  itu  sendiri,  sedangkan  
perilaku  yang  disebabkan  secara eksternal  adalah  perilaku  yang  dipengaruhi  dari  
luar,  artinya  individu  akan terpaksa berperilaku karena situasi atau lingkungan. 
Penentuan  faktor  internal  atau  eksternal  menurut  Robbins  (2001) dalam Masruro 
(2013)  tergantung pada tiga faktor yaitu :  
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1. Kekhususan (Kesendirian atau Distinctiveness)  
Kekhususan  artinya  seseorang  akan  mempersepsikan  perilaku  individu  
lain secara berbeda-beda dalam situasi yang berlainan. Apabila perilaku 
seseorang dianggap  suatu  hal  yang  tidak  biasa,  maka  individu  lain  yang  
bertindak sebagai  pengamat  akan  memberikan  atribusi  eksternal terhadap  
perilaku tersebut.  Sebaliknya  jika  hal  itu  dianggap  hal  yang biasa,  maka  
akan  dinilai sebagai atribusi internal.  
2. Konsensus  
Konsensus artinya jika semua orang mempunyai kesamaan pandangan dalam 
merespon  perilaku  seseorang  jika  dalam  situasi  yang sama.  Apabila 
konsensusnya  tinggi,  maka  termasuk  atribusi  eksternal.  Sebaliknya  jika 
konsensusnya rendah, maka termasuk atribusi internal.  
3. Konsistensi  
Konsistensi  yaitu jika seseorang menilai perilaku-perilaku orang lain dengan 
respon sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten  perilaku itu, orang akan 
menghubungkan hal tersebut dengan sebab-sebab internal, dan sebaliknya.  
Teori atribusi mengelompokkan dua hal yang dapat memutarbalikkan arti dari  
atribusi.  Pertama,  kekeliruan  atribusi  mendasar  yaitu  kecenderungan  untuk 
meremehkan pengaruh faktor-faktor eksternal daripada faktor internalnya. Kedua, 
prasangka layanan dari seseorang cenderung menghubungkan kesuksesan karena 
akibat  faktor-faktor  internal,  sedangkan  kegagalannya  dihubungkan  dengan 
faktor-faktor eksternal. 
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C. Teori Pembelajaran Sosial 
Teori pembelajaran sosial dikemukakan oleh Albert Bandura (1977) dalam 
Masruro (2013). Teori ini menjelaskan bahwa seseorang dapat belajar lewat 
pengamatan dan  pengalaman langsung. Teori  pembelajaran  sosial  relevan  untuk  
menjelaskan perilaku  Wajib  Pajak  dalam memenuhi  kewajibannya  membayar  
pajak  (Jatmiko,  2006) dalam Masruro (2013).  Teori  ini  relevan  untuk menjelaskan 
bahwa Wajib Pajak akan patuh dalam membayar dan melaporkan pajak yang menjadi  
kewajibannya  jika  lewat  pengamatan  dan  pengalaman  langsungnya,  pajak  yang 
dibayarkan telah digunakan untuk membantu pembangunan di wilayahnya. Proses  
dalam teori pembelajaran sosial meliputi :  
1. Proses perhatian (attentional)  
Proses  perhatian  yaitu  orang  hanya  akan  belajar  dari  seseorang  atau  
model, jika  mereka  telah  mengenal  dan  menaruh  perhatian  pada  orang  
atau  model tersebut.  
2. Proses penyimpanan (retention)  
Proses  penyimpanan  adalah  proses  mengingat  tindakan suatu  model  
setelah model tidak lagi mudah tersedia.  
3. Proses reproduksi motorik  
Proses  reproduksi  motorik  adalah  proses  mengubah  pengamatan  menjadi 
perbuatan.  
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4. Proses penguatan (reinforcement)  
Teori  pembelajaran  sosial  ini  relevan  untuk  menjelaskan  perilaku  wajib 
pajak  dalam  memenuhi  kewajibannya  membayar  pajak.  Seseorang  akan  
taat membayar  pajak  tepat  pada  waktunya,  jika  lewat  pengamatan  dan  
pengalaman langsungnya,  hasil  pungutan  pajak  itu  telah  memberikan  
kontribusi  nyata  pada pembangunan di wilayahnya. 
D. Pengertian Pajak  
Menurut Adriani dalam Brotodiharjo (2003:19), pajak adalah iuran 
masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib 
membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak 
mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah 
untuk membiayai pengeluaranpengeluaran umum berhubung tugas negara untuk 
menyelenggarakan  
pemerintahan.Pajak menurut undang-undang perpajakan pasal 1 UU No. 6 
tahun 1983 kemudian direvisi menjadi UU No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan 
umum dan tata cara Perpajakan dan diperbaharui lagi menjadi UU No 16 Tahun 
2009 pasal 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 
pribadi atau badan yang bersifat memaksa Berdasarkan Undang-Undang,  dengan 
tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara 
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
Dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama Al-Usyr atau Al-
Maks, atau bisa juga disebut Adh-Dharibah, yang artinya adalah pungutan yang 
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ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak. Sedangkan para pemungutnya disebut 
Shahibul Maks atau Al-Asysyar. Dalam Islam telah dijelaskan dalil-dalil baik secara 
umum atau khusus masalah pajak itu sendiri, adapun dalil secara umum, 
sebagaimana firman Allah dalam QS At-Taubah/9: 41 dan QS Al-Baqarah/2: 195.   
                              
      
Terjemahan:   
“Berangkatlah kamu baik dalam Keadaan merasa ringan maupun berat, dan 
berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. yang demikian itu 
adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”( QS At-Taubah/9: 41) 
 
                                       
Terjemahan : 
“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu 
menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena 
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”(QS Al-
Baqarah/2: 195). 
 
Dalam ayat tersebut di atas Allah melarang hamba-Nya saling memakan harta 
sesamanya dengan jalan yang tidak dibenarkan. Dan pajak adalah salah satu jalan 
yang batil untuk memakan harta sesamanya apabila dipungut tidak sesuai aturan.  
E. Jenis Pajak 
Pajak dapat digolongkan kedalam tiga kelompok, yaitu berdasarkan golongan, 
berdasarkan wewenang pemungut, dan berdasarkan sifat (Erly Suandi, 2013 : 37). 
1. Berdasarkan golongan 
Pembagian pajak berdasarkan golongan terbagi menjadi dua, yaitu 
pajak langsung dan pajak tidak langsung. 
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a) Pajak langsung 
Pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri 
oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dilimpahkan kepihak lain. 
Contohnya : Pajak Penghasilan. 
b) Pajak tidak langsung 
Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan atau 
digeser ke pihak lain. Contohnya : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 
Penjualan atas Barang Mewah. 
2. Berdasarkan wewenang 
Berdasarkan wewenang pemungut pajak dapat dibagi menjadi dua, 
yaitu pajak pusat dan pajak daerah. 
a) Pajak Pusat 
Pajak pusat adalah pajak yang wewenang pemungutnya ada pada 
pemerintah pusat dan pelaksanaannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal 
Pajak, misalnya, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi 
dan Bangunaa, dan Bea Materai. 
b) Pajak Daerah 
Pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutnya ada pada 
pemerintah daerah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan 
Daerah, seperti : pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, dan pajak reklame.  
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3. Berdasarkan sifat 
Berdasarkan sifatnya pajak dapat dibagi menjadi dua yaitu, pajak 
subjektif dan pajak objektif (Erli Suandi , 2005:40). 
a) Pajak Subjektif 
Pajak subjektif adalah pajak yang memperhatikan kondisi atau 
keadaan wajib pajak, seperti pajak penghasilan. 
b) Pajak Objektif 
Pajak objektif adalah pajak yang memperhitungakan objek yang 
menyebabkan timbulnya kewajiban membayar, jadi pajak objektif adalah 
pengenaan pajak yang hanya memperhatikan kondisi objeknya saja, 
seperti pajak pertambahan nilai.  
F. Tingkat Pemahaman Wajib Pajak  
Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005), pemahaman dapat diartikan 
sebagai proses, perbuatan, cara memahami atau memahamkan. Wajib pajak yang 
tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib 
pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan 
perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan 
diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka.  
Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum  menurut Soemitro 
(2010), merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang 
menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah 
penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa 
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dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. 
Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus 
berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi 
fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak.  
Setiap akhir tahun para wajib pajak disibukkan dengan pengisian SPT 
tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan dan melaporkannya paling lambat 
tanggal 31 Maret serta kekurangan setoran PPh Pasal 29 dibayar paling lambat 
tanggal 25 Maret. Meskipun pengisian SPT sudah menjadi hal rutin yang dilakukan 
oleh Wajib Pajak, tetapimasih terdapat berbagai hal yang terasa sulit dalam 
pengisiannya sehingga sering terjadi kesalahan-kesalahan. Untuk memperkecil 
bahkan menghilangkan kesalahan-kesalahan tersebut, berbagai kegiatan dan program 
telah dilakukan di antaranya pendekatan penyuluhan dan sosialisasi pajak yang juga 
berguna untuk menciptakan masyarakat patuh pajak. 
Tidak mudah untuk meningkatkan kepatuhan pajak pada saat ini, diperlukan 
adanya kepercayaan masyarakat, baik terhadap integritas administrasi perpajakan 
maupun sistem perpajakan sebagai sarana untuk mensejahterakan masyarakat. Selain 
itu, pemerintah juga harus dapat secara nyata membuktikan dan bila memang 
terbukti bahwa dana pajak telah terdistribusi dengan baik untuk meningkatkan 
pembangunan dan memperbaiki kesejahteraan secara luas akibat kontribusi tidak 
langsung dari uang pajak (Rahayu, 2010:29).  
Jika yang terdengar masih seputar isu mengenai kebocoran-kebocoran 
keuangan negara, terutama dana dari pajak, tentu sulit untuk meyakinkan masyarkat 
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untuk mau patuh dalam membayar pajak. Dalam hal ini, DJP harus memastikan 
target penerimaan pajak dapat tercapai bila perlu Gijzeling „hukuman badan‟ bagi 
wajib pajak yang tidak patuh pajak. Selain itu diperlukan reformasi administrasi 
perpajakan yang meliputi prosedur, tata cara atau proses pemajakan, fungsi, sistem, 
dan kelembagaan (Prasetyo, 2006)  
Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas 
cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham 
wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak 
terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. 
Pada Harian Kedaulatan Rakyat, 4 Agustus 2001 (dalam Prasetyo, 2006) 
menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan sangat kecil. Setiap wajib 
pajak yang telah memahami peraturan perpajakan sangat baik, biasanya akan 
melakukan aturan perpajakan yang ada sesuai dengan apa yang tercantum di dalam 
peraturan yang ada. 
Sistem  self  assessment menuntut  adanya  peran  aktif  masyarakat  dalam 
pemenuhan  kewajiban  perpajakan.  Wajib  pajak  yang  telah  memiliki  NPWP 
diharapkan  akan  menjadi  wajib  pajak  yang  aktif  dalam  memenuhi  kewajiban 
perpajakannya.  Sesuai  dengan  sistem  self  assessment  yang  dianut  di  Indonesia, 
wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan  
melaporkan  sendiri  besarnya  pajak  yang  harus  dibayarnya.  Kewajiban perpajakan  
tersebut  harus  dilaksanakan  sesuai  dengan  peraturan  perundangundangan 
perpajakan yang berlaku. Karena itu,  wajib pajak harus memiliki pemahaman  yang 
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baik tentang peraturan perpajakan  yang berlaku dalam rangka memenuhi kewajiban 
perpajakan tersebut.  
Resmi  2009  (Nugroho,  2012)  mengatakan  bahwa  pengetahuan  dan 
pemahaman  akan  peraturan  perpajakan  adalah  proses  dimana  wajib  pajak 
mengetahui  tentang  perpajakan  dan  mengaplikasikan  pengetahuan  itu  untuk 
membayar  pajak.  Pengetahuan  dan  pemahaman  pertaturan  perpajakan  yang 
dimaksud mengerti dan paham tentang ketentuan umum  dan tata cara perpajakan 
yang  meliputi  tentang  bagaimana  cara  menyampaikan  Surat  Pemberitahuan 
(SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau 
pelaporan SPT.  
Harahap (2004;51) dalam Zakya (2014) mengungkapkan bahwa pemahaman 
wajib pajak terhadap perpajakan mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak  akan  
kewajiban  perpajakannya.  Pengetahuan  dan pemahaman  tentang  aturan  
perpajakan  menjadi  dasar  bagi  wajib  pajak  untuk  melaksanakan kewajiban 
perpajakan.  Pengetahuan wajib pajak (bendaharawan) terhadap peraturan perpajakan 
dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Palil 
(2010) dalam Zakya (2014) menemukan bahwa pengetahuan Wajib Pajak tentang 
pajak yang baik akan dapat  memperkecil  adanya  tax  evation  (mengelak  
membayar  pajak/melanggar  aturan)  dan menginformasikan  kepada  para  pembuat  
kebijakan  bahwa  pengetahuan  pajak  adalah  penting dalam sistem penilaian diri 
dan dapat mempengaruhi kepatuhan. Pengetahuan perpajakan bendahara meliputi 
(Kemenkeu 2013): 
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a. Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh, PPN dan Bea Materai ( PPh pasal 21, 
PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 4 (2), PPN, dan Bea materai). 
b. Kewajiban Penyetoran dan Pelaporan 
Pemenuhan kewajiban perpajakan akan terlaksana dengan baik jika didukung 
dengan  pemahaman  wajib  pajak  yang  baik  mengenai  peraturan  perpajakan. 
Pemahaman  tersebut  akan  memudahkan  wajib  pajak  dalam  melaksanakan 
kewajiban  perpajakan.  Wajib  pajak  yang  tidak  memahami  peraturan  perpajakan 
secara jelas akan cenderung menjadi wajib pajak yang tidak patuh (Hardiningsih, 
2011). Demikian  pula  sebaliknya,  semakin  wajib  pajak  paham  mengenai 
peraturan perpajakan, maka wajib pajak akan cenderung menjadi wajib pajak yang 
patuh.  
G. Kesadaran Perpajakan  
Menurut Muliari dan Setiawan (2009), kesadaran perpajakan adalah suatu 
kondisi  di  mana  wajib  pajak  mengetahui,  memahami,  dan  melaksanakan 
ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Penilaian positif masyarakat WP 
terhadap  pelaksanaan  fungsi  negara  oleh  pemerintah  akan  menggerakkan 
masyarakat  untuk  mematuhi  kewajibannya  untuk  membayar  pajak  (Suyatmin, 
2004).  Hal  senada  juga  dikemukakan  oleh  Sutrisno  (1994) dalam Santi (2012) 
yang  menyatakan bahwa  membayar  pajak  merupakan  sumbangan  wajib  pajak  
bagi  terciptanya kesejahteraan bagi diri mereka sendiri dan bangsa secara 
keseluruhan. Suyatmin  (2004)  berpendapat  bahwa  kesadaran  perpajakan  
ditunjukkan dari  sikap  yang  positif  mengenai  pajak  merupakan  iuran  rakyat  
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untuk  dana pembangunan;  pajak  merupakan  iuran  rakyat  untuk  dana  
pengeluaran  umum pelaksanaan  fungsi  dan  tugas  pemerintah;  pajak  merupakan  
salah  satu  sumber dana  pembiayaan  pelaksanaan  fungsi  dan  tugas  pemerintah;  
dan  percaya  bahwa pajak  yang  sudah  dibayar  WP  benar-benar  digunakan  untuk  
pembangunan.  
Kesadaran  perpajakan  menurut  Karim  (2008) dalam Santi (2012)  
ditunjukkan  dari  kebijakan  yang diambil  seseorang  dalam  perpajakan  
(pembayaran  pajak  tepat  waktu  dan menghindari denda karena keterlambatan) dan 
memahami arti penting pajak bagi pembangunan. Muliari dan Setiawan (2009) 
menjelaskan bahwa indikator dari kesadaran perpajakan sebagai berikut:  
1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan  
2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara  
3. Memahami  bahwa  kewajiban  perpajakan  harus  dilaksanakan  sesuai  
dengan ketentuan yang berlaku  
4. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara  
5. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan suka rela  
6. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar. 
Triyanto  (2011)  mengungkapkan  bahwa  kesadaran  perpajakan  dibentuk 
dari indikator:  
1. Pengetahuan tentang pajak 
Pengetahuan  tentang  pajak  meliputi  iuran  rakyat  untuk  dana  
pembangunan, iuran  rakyat  untuk  dana  pengeluaran  umum  pelaksanaan  fungsi  
30 
  
dan  tugas pemerintah, salah satu sumber dana pembiayaan pelaksanaan fungsi dan 
tugas pemerintah,  merasa  yakin  bahwa  pajak  yang  sudah  anda  bayar  benar-
benar digunakan untuk pembangunan.  
2. Persepsi terhadap petugas pajak  
Persepsi  terhadap petugas pajak adalah penilaian WP mengenai sikap dan 
perilaku petugas pajak dalam  memberikan  layanan,  yang  terdiri  dari  kehandalan,  
perhatian,  empati, kecepatan, dan kepedulian. Selain itu, petugas pajak juga 
diharapkan simpatik, bersifat membantu, mudah dihubungi, dan bekerja jujur.  
Sistem  perpajakan  yang  baru,  WP  diberikan  kepercayaan  untuk 
melaksanakan  kegotongroyongan  nasional  melalui  sistem  menghitung  pajak, 
memperhitungkan  pajak,  membayar  pajak,  melaporkan  sendiri  pajak  yang 
terutang.  Besarnya  pajak  dihitung  sendiri  berdasarkan  ketentuan  peraturan 
perundang-undangan  perpajakan  yang  berlaku.  Dengan  sistem  perpajakan  yang 
baru  diharapkan  akan  tercipta  unsur  keadilan  dan  kebenaran  mengingat  pada 
wajib  pajak  yang  bersangkutanlah  yang  sebenarnya  mengetahui  besarnya  pajak 
yang terutang (Kiryanto, 2000). Kesadaran  perpajakan masyarakat  yang  rendah  
seringkali  menjadi  salah  satu  sebab  banyaknya  potensi pajak yang  tidak  dapat  
dijaring, Soemarso  (1998). 
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H. Sistem Pemungutan Pajak  
Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu : 
1. Official Assessment System  
Adalah  suatu  sistem  pemungutan  pajak  yang  memberi  wewenang  kepada 
pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnyapajak yang terutang. Ciri-ciri official 
assessment system : wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada 
pada fiskus, wajib pajak bersifat pasif, utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat 
ketetapan pajak oleh fiskus. 
2. Self Assessment System  
Dari asal katanya self assessment terdiri dari kata self yang artinya sendiri dan 
to assess yang artinya menilai, menghitung, manaksir, dengan demikian self 
assessment berarti menghitung sendiri dalam hal ini adalah kewajiban perpajakannya. 
Sedangkan self assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang 
memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk 
menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak 
yang harus dibayar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.  
3. Witholding Assesment System 
Witholding assesment system adalah sistem pemungutan pajak yang besar 
pajak terhutangnya dihitung dan dipotong oleh pihak ketiga. Pihak ketiga yang 
dimaksud disini diantaranya adalah pemberi kerja, bendaharawan pemerintah.  
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I. Bendahara sebagai pemungut pajak  
Dalam melakukan pemungutan pajak tidaklah semudah yang dibanyangkan. 
Sampai dengan saat ini, masih terjadi ketidaktertiban yang dilakukan baik oleh 
bendahara pemerintah pusat maupun bendahara pemerintah daerah. Sehingga 
dikeluarkan pengumuman Dirjen Pajak Nomor Peng-05/PJ.09/2010 tentang 
kewajiban bendahara pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan 
pemotongan/pemungutan pajak. Dalam pengumuman tersebut diingatkan kembali 
kepada setiap bendahara pemerintah pusat dan daerah di lingkungan 
kementrian/lembaga/instansi pemerintah untuk melakukan kewajibannya yaitu : 
1. Melakukan pemotongan/pemungutan pajak 
2. Melakukan penyetoran pajak ke Bank Persepsi  atau Kantor Pos, dan 
3. Melakukan pelaporan ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai batas waktu yang 
ditentukan.  
Bendahara pemerintah yang mengelola dana yang bersumber dari 
APBN/APBD harus mendaftarkan diri sebagai wajib pajak pada Kantor Pelayanan 
Pajak yang wilayah kerjanya meliputi domisili instansi tempat bendahara tersebut 
berada.  
Persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak adalah : 
- Mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran 
- Fotocopy kartu identitas ( KTP, SIM, Paspor)  
- Fotocopy Sk penunjukan sebagai bendahara  
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Dalam hal terjadi mutasi pegawai yang mengakibatkan bendahara yanag 
bersangkutan diganti oleh pegawai lain, tidak perlu mendaftarkan NPWP baru, tetapi 
memberitahukan kepada KPP dengan melampirkan : 
- Fotocopy karti identitas (KTP, SIM, Paspor) bendahara baru  
- Fotocopy Sk penunjukan sebagai bendahara yang baru  
Apabila bendaharawan  yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak tersebut 
ternyata institusinya bubar, terjadi perubahan organisasi atau proyeknya telah selesai, 
maka dimintakan penghapusan NPWP dengna mengajukan permohonan yang 
dilampiri dokumen-dokumen pendukungnya. 
Terkait dengan kewajiban bendaharawan untuk melakukan pemungutan pajak 
maka pajak-pajak yang harus dipungut oleh bendahrawan baik pemerintah pusat 
maupun daerah terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), 
dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). 
1. Kewajiban Bendaharawan atas PPh 
Bendaharawan berkewajiban untuk : 
- Memotong/Memungut PPh Pasal 21 atas pembayaran Gaji/honor 
- Memotong/Memungut PPh Pasal 22 atas pengadaan barang 
- Memotong/Memungut PPh Pasal 23 atas pengadaan jasa 
- Memotong.Memotong PPh Pasal 4 Ayat 2 atas jasa konstruksi 
- Memotong/Memungut PPN (Pajak Pertambahan Nilai) 
Bendaharawan tidak melakukan pemotongan PPh Pasal 22 atas : 
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- Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp. 1.000.000 dan tidak 
merupakan pembayaran yang terpecah-pecah 
- Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air 
minum/PDAM dan benda-benda pos. 
- Pembayaran/pencairan dan jaring pengaman sosial (JPS) oleh Kantor 
Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). 
2. Kewajiban Bendaharawan atas PPN dan PPnBM 
Atas pengadaan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) 
bendaharawan wajib memungut PPN dan  PPnBM. 
Bendahrawan tidak melakukan pemungutan PPN dan PPnBM atas : 
- Pembayaran yang tidak melebihi Rp. 1.000.000,- termasuk PPN dan PPnBM. 
- Untuk pembebasan tanah 
- Pembayaran atas BKP/JKP yang menurut ketentuan perundang-undangan 
mendapat fasilitas PPN tidak dipungut atau dibebaskan 
- BBm dan non-BBM oleh pertamina 
- Rekening telepon 
- Jasa angkutan udara yang diserahkan perusahaan penerbangan 
- Untuk penyerahan BKP/JKP yang menurut ketentuan perundang-undangan 
tidak dikenakan PPN.  
Dalam Islam telah dijelaskan keharaman pajak dengan dalil-dalil yang jelas, baik 
secara umum atau khusus masalah pajak itu sendiri. Adapun dalil secara umum, 
sebagamana firman Allah dalam QS An-Nisa/4: 26.   
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                                        
                  
Terjemahan :  
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil.”(QS An-Nisa :26). 
 
Dalam sebuah hadits yang mengatakan 
 
                                                                                         
             
Terjemahan : 
“Dari „Uqbah bin „Amir, ia berkata; saya mendengar Rasulullah Saw. berkata: 
“Tidak akan masuk Surga orang yang mengambil pajak secara zhalim.” 
 
Bagi pihak yang menghalalkan/membolehkan pajak berlandaskan pada dalil: 
                                                                                                      
Terjemahan : 
Dari „Amir dari Fatimah binti Qais ia berkata; saya mendengar Rasulullah 
shallallahu „alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya di dalam harta kalian 
terdapat hak selain zakat.” 
 
Adapun dalil secara khusus, ada beberapa hadits yang menjelaskan keharaman 
pajak dan ancaman bagi para penariknya, di antaranya bahwa Rasulullah Shallallahu 
„alaihi wa sallam bersabda. 
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Terjemahan: 
“Dari Abu Khair Radhiyallahu „anhu beliau berkata ; “Maslamah bin Makhlad 
(gubernur di negeri Mesir saat itu) menawarkankan tugas penarikan pajak 
kepada Ruwafi bin Tsabit Radhiyallahu „anhu, maka ia berkata : 
„Sesungguhnya para penarik/pemungut pajak (diadzab) di neraka”[HR Ahmad 
4/143, Abu Dawud 2930 
 
Berkata Syaikh Al-Albani rahimahullah : “(Karena telah jelas keabsahan 
hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Lahi‟ah dari Qutaibah) maka aku tetapkan 
untuk memindahkan hadits ini dari kitab Dha‟if Al-Jami‟ah Ash-Shaghir 
kepada kitab Shahih Al-Jami, dan dari kitab Dha‟if At-Targhib kepada kitab 
Shahih At-Targhib”. 
 
Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa dalam hadits ini terdapat 
beberapa ibrah/hikmah yang agung diantaranya ialah : “Bahwasanya pajak termasuk 
sejahat-jahat kemaksiatan dan termasuk dosa yang membinasakan (pelakunya), hal ini 
lantaran dia akan dituntut oleh manusia dengan tuntutan yang banyak sekali di akhirat 
nanti” [Lihat : Syarah Shahih Muslim 11/202 oleh Imam Nawawi] 
J. Rerangka Konseptual 
Berdasarkan fenomena yang terjadi saat ini tingkat kepatuhan wajib pajak di  
Indonesia masih  tergolong  rendah. Ini disebabkan karena  kurangnya  pemahaman  
tentang  perpajakan  sehingga masih  banyak  orang  yang  tidak  paham  bagaimana  
cara  mendaftarkan  diri menjadi  wajib  pajak  yang  meliputi  pendaftaran  NPWP,  
mengisi  Surat Pemberitahuan  Tahunan  (SPT)  sesuai  prosedur  yang  ditetapkan  
serta melaporkan  tepat  waktu  bahkan  menghitung  pajak  dengan  baik  dan  benar. 
Dari landasan teori teori yang relevan, serta pembahasan mengenai Analisis 
Pemahaman Dan Kesadaran Bendahara Pemerintah Terhadap Keawajiban Perpajakan 
dengan Studi  pada UIN Alauddin Makassar mengenai pemotongan/pemungutan dan 
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penyetoran serta pelaporannya. Secara sederhana rerangka konseptual dapat 
dijelaskan melalui gambar berikut: 
Gambar 2.1 
Rerangka Konseptual 
 
 
  
 
 
   
 
 
 
   
   
 
UIN Alauddin Makassar 
Pemahaman Dan Kesadaran Bendahara Pemerintah 
Terhadap Kewajiban Perpajakan 
Menyetor Dan Melaporkan 
Pajak 
Memotong/Memungut 
Pajak 
Hasil analisis 
Kesimpulan  
Rekomendasi 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
A.  Jenis dan Lokasi Penelitian 
Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
kualitatif dengan berusaha melaksanakan pengkajian data deskriptif  yang akan 
dituangkan dalam bentuk laporan atau uraian. Menurut Bogdan dan Taylor penelitian 
kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan deskriptif berupa kata-
kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (moleong : .2000). 
Tujuannya adalah untuk menjelaskan obyek yang relevan dengan fenomena yang 
diamati dan menjelaskan karakteristik fenomena atau masalah yang ada, oleh karena 
itu penelitian ini dilakukan dengan menggambarkan, meringkas berbagai kondisi 
situasi untuk memperoleh pengetahuan tentang pemahaman dan kesadaran bendahara 
pemerintah terhadap kewajiban perpajakan di UIN Alauddin Makassar. 
Lokasi penelitian ini adalah di wilayah UIN Alauddin Makassar  yang berlokasi 
Kampus II, Jl. Sultan Alauddin No. 36 Samata-Gowa. Dipilihnya lokasi ini adalah 
dikarenakan penulis merasa tertarik pada seberapa besar tingkat pemahaman dan 
kesadaran Bendahara pemerintah dalam melakukan kewajiban perpajakan. 
B. Pendekatan penelitian 
Sesuai dengan judul yang dikemukakan yakni “Analisis Pemahaman Dan 
Kesadaran Bendahara Pemerintah Terhadap Kewajiban Perpajakan (Studi Kasus di 
UIN Alauddin Makassar)”, maka penelitian ini adalah penelitian studi kasus. Menurut 
Suharsimi (2002)  : ada 3 macam pendekatan yang termasuk penelitian deskriptif, 
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yaitu penelitian studi kasus (case studies), penelitian kausal komparatif dan penelitian 
korelatif. Menurut Arikunto penelitian kasus adalah penelitian yang dilakukan secara 
intensif, rinci, dan  mendalam terhadap organisasi, lembaga, atau gejala tertentu. 
Ditinjau dari wilayahnya, maka penelitian kasus hanya meliputi daerah atau subyek 
yang  sempit. Tetapi, jika ditinjau dari sifat penelitian kasus ini lebih mendalam. 
C. Sumber Data Penelitian 
Secara umum sumber data penelitian kualitatif adalah tindakan perkataan 
dalam suatu latar yang bersifat alamiah. Sumber data dalam penelitian ini adalah 
diperoleh dari data utama (primer) yaitu data penelitian yang diperoleh secara 
langsung dari pihak lapangan melalui wawancara mendalam. Seperti yang dikatakan 
Moleong (2000) , bahwa kata-kata atau ucapan lisan dan perilaku manusia merupakan 
data utama / data primer suatu penelitian.  
Adapun data primer dalam penelitian ini adalah kata-kata atau ucapan dari 
informan yang berkaitan dengan pemahaman dan kesadaran bendahara Pemerintah 
dalam kewajiban perpajakan. Sampel sumber data yang digunakan dalam penelitian 
ini menggunakan delapan informan. Informan tersebut yang digunakan harus 
berprofesi sebagai bendahara. Dalam penelitian kualitatif informan sumber data tidak 
ditentukan dan hanya bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian 
dilakukan. Jika selama penelitian data yang diperoleh masih kurang maka sampel 
sumber data masih perlu dikembangkan. Berikut ini merupakan informan yang 
memberikan informasi dalam peneltian ini. Peneliti mengunakan 8(delapan) informan 
dan 1 (Satu) orang sebagai triangulasi.  
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Tabel 3.1 
Data Informan 
 
NO NAMA INFORMAN STATUS FAKULTAS/KANTOR 
1.  Bapak Ihsan BPP Adab Dan Humaniora 
2.  Ibu Maryam Asri BPP Dakwah Dan Komunikasi 
3.  Ibu Sukmawati BPP Tarbiyah Dan Keguruan 
4.  Bapak Amal BPP Ushuluddin Dan Filsafat 
5.  Ibu Nidar BPP Ekonomi Dan Bisnis Islam 
6.  Bapak Hasanuddin BPP Sains Dan Teknologi 
7.  Ibu Darma BPP Syariah Dan Hukum 
8.  Bapak Rahim Bendahara 
Pengeluaran 
Rektorat 
9.  Bapak Ishak  Account 
Representatif 
KPP Pajak Pratama 
Makassar  
 
D. Teknik  Pengumpulan Data 
Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan agar sesuai dengan apa yang 
diharapkan, maka peneliti menggunakan beberapa metode yaitu:  
1. Dokumentasi  
Metode dokumentasi  adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan 
data atau laporan tertulis dan semua peristiwa yang isinya atas penjelasan dan 
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pemikiran terhadap peristiwa tersebut. Metode ini digunakan untuk memperoleh data 
yang terkait dengan pemotongan/pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak oleh 
Bendahara. 
2. Observasi 
Dalam pengertian phisikologi  Arikunto (2002) observasi atau yang disebut 
juga dengan pengamatan meliputi kegiatan pemusatan, pemerhatian terhadap suatu 
obyek dengan mengunakan seluruh alat indra. Observasi memungkinkan peneliti 
mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proporsional 
maupun pengetahuan yang langsung diperoleh. Serta melihat dan mengamati sendiri 
kemudian mencatat perilaku kejadian yang terjadi pada kenyataan yang sebenarnya. 
3. Interview (wawancara) 
Pendekatan yang digunakan dalam wawancara penelitian ini adalah dengan 
menggunakan petunjuk umum dalam berwawancara, yaitu peneliti mengadakan 
sosialisasi terlebih dahulu sehingga peneliti diketahui/dikenal oleh responden. 
Kemudian peneliti mengunakan pokok-pokok pertanyaan yang mudah dijawab oleh 
responden. Teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara semi 
struktur. Menurut Arikunto (2002)  dalam teknik ini mula-mula peneliti menanyakan 
beberapa pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam  
dengan mengorek keterangan lebih lanjut. Dengan demikian jawaban yang diperoleh 
meliputi semua variable dengan keterangan yang mendalam. 
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4. Studi Kepustakaan 
Dalam  metode  ini  penulis  mencari  bahan  referensi  antara  lain  berupa  
buku-buku, internet,  dan  sumber-sumber  lainnya  yang berhubungan  dengan  topik  
pembahasan penelitian ini. 
E. Instrumen Penelitian  
Instrumen penelitian ini dilakukan dengan wawancara. Supaya hasil 
wawancara dapat didokumentasikan dengan baik, dan peneliti memiliki bukti telah 
melakukan wawancara kepada informan atau responden maka diperlukan bantuan 
alat-alat, yaitu:  
1. Buku catatan, berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan sumber 
data. 
2. Recorder , berfungsi untuk merekam semua percakapan atau pembicaraan. 
3. Kamera, berfungsi untuk memotret kalau peneliti sedang melakukan 
wawancara dengan informan atau responden. 
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
Menurut Moleong (2000) Analisis data adalah suatu proses 
mengorganisasikan dan mengurutkan dalam pola, kategori, dan satu uraian dasar 
sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang 
disarankan oleh data. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif maka dalam 
analisis data yang dilakukan dengan jalan mendeskripsikan data dengan penalaran 
data yang logis yang mencerminkan kondisi objek penelitian, Sudjono (1994). 
 
43 
  
Pengolahan data pada penelitian ini terdiri dari : 
1. Reduksi Data 
Reduksi data merupakan proses  pemilihan, pemusatan perhatian pada  
penyederhanaan,  pengabstrakan,  transformasi  data  kasar  yang muncul dari  
catatan-catatan lapangan. Langkah-langkah  yang  dilakukan  adalah  menajamkan  
analisis,  menggolongkan  atau  pengkategorisasian  ke  dalam  tiap  permasalahan 
melalui uraian singkat,  mengarahkan, membuang  yang tidak  perlu, dan 
mengorganisasikan  data  sehingga  dapat  ditarik  dan  diverifikasi.  Data yang  di  
reduksi  antara  lain  seluruh  data  mengenai  permasalahan penelitian. 
Data  yang  di  reduksi  akan  memberikan  gambaran  yang  lebih spesifik  
dan  mempermudah  peneliti  melakukan  pengumpulan  data selanjutnya serta 
mencari data tambahan jika diperlukan.  Semakin lama peneliti  berada  di  lapangan  
maka  jumlah  data  akan  semakin  banyak, semakin  kompleks  dan  rumit.  Oleh  
karena  itu,  reduksi  data  perlu dilakukan sehingga data tidak bertumpuk agar tidak 
mempersulit analisis selanjutnya. 
2. Peyajian data 
Setelah  data  di  reduksi,  langkah  analisis  selanjutnya  adalah penyajian 
data. Penyajian data merupakan sebagai sekumpulan informasi tersusun  yang 
memberikan  kemungkinan  adanya  penarikan  kesimpulan dan pengambilan 
tindakan. Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisaikan, tersusun  
dalam  pola  hubungan  sehingga  makin  mudah  dipahami. Penyajian  data  dapat  
dilakukan  dalam  bentuk  uraian  naratif,  bagan, hubungan antar kategori serta 
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diagram alur. Penyajian data dalam bentuk tersebut mempermudah peneliti dalam 
memahami apa yan terjadi. Pada langkah  ini,  peneliti  berusaha  menyusun  data  
yang  relevan  sehingga informasi yang didapat disimpulkan dan memiliki makna 
tertentu untuk menjawab masalah penelitian. 
3. Menarik kesimpulan atau verifikasi 
Tahap  ini  merupakan  tahap  penarikan  kesimpulan  dari  semua data  yang  
telah  diperoleh  sebagai  hasil  dari  penelitian.  Penarikan kesimpulan atau verifikasi 
adalah usaha  untuk mencari atau memahami makna/arti,  keteraturan,  pola-pola,  
penjelasan,alur  sebab  akibat  atau proposisi.  Sebelum  melakukan  penarikan  
kesimpulan  terlebih  dahulu dilakukan reduksi data, penyajian data serta penarikan  
kesimpulan atau verifikasi  dari  kegiatan-kegiatan  sebelumnya. Setelah melakukan  
verifikasi  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  berdasarkan  hasil penelitian  yang  
disajikan  dalam  bentuk  narasi.  Penarikan  kesimpulan merupakan tahap akhir dari 
kegiatan analisis data.Penarikan kesimpulan ini merupakan tahap akhir dari 
pengolahan data.Interprestasi atau penafsiran adalah menetapkan makna atau saling 
menghubungkan dari sumber dan fakta yang diperoleh. Penafsiran ini bukan 
berdasarkan suka atau tidak suka melainkan benar-benar tertumpu 
padaevidensievidensi objektif.   
Pengolahan data dilakukan berdasarkan pada setiap perolehan data dari 
catatan  lapangan,  direduksi,  dideskripsikan,  dianalisis,  kemudian  ditafsirkan. 
Prosedur  analisis  data  terhadap  masalah  lebih  difokuskan  pada  upaya menggali  
fakta  sebagaimana  adanya  (natural  setting),  dengan  teknik  analisis pendalaman 
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kajian (verstegen). Untuk  memberikan  gambaran  data  hasil  penelitian  maka  
dilakukan prosedur sebagai berikut : 
1. Tahap  penyajian  data  :  data  disajikan  dalam  bentuk  deskripsi  yang  
terintegrasi. 
2. Tahap  komparasi  :   merupakan  proses membandingkan  hasil  analisis data 
yang telah deskripsikan dengan interprestasi data untuk menjawab masalah  
yang  diteliti. 
3. Tahap  penyajian  hasil  penelitian  :  tahap  ini  dilakukan  setelah  tahap 
komparasi, yang kemudian dirangkum dan diarahkan pada kesimpulan untuk 
menjawab masalah yang telah dikemukakan peneliti. 
G. Pengujian Keabsahan Data 
Dalam penelitian ini  untuk menguji keabsahan data peneliti menggunakan 
metode triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 
memanfaatkan sesuatu yang diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai 
pembanding terhadap data itu. Denzin membedakan empat macam triangulasi sebagai 
teknik pemeriksaan yang memanfaatkan sumber, metode, penyidik dan teori. 
Triangulasi berupaya untuk mengecek kebenaran data dan membandingkan dengan 
data yang diperoleh dengan sumber lain melalui berbagai fase penelitian lapangan, 
pada waktu yang berlainan dan dengan metode yang berlainan. 
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 Disini peneliti akan mengunakan tiga triangulasi,  yaitu sebagai berikut:  
a) Triangulasi metode  
Triangulasi Metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data 
 dengan cara yang berbeda. Sebagaimana dikenal, dalam penelitian kualitatif 
peneliti menggunakan metode wawancara, obervasi, dan survei.Untuk 
memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh 
mengenai informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan metode wawancara 
bebas dan wawancara terstruktur.Atau, peneliti menggunakan wawancara dan 
obervasi atau pengamatan untuk mengecek kebenarannya.Selain itu informai 
tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain 
melalui peneliti juga bisa menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek 
kebenaran informasi tersebut. Melalui berbagai perspektif atau pandangan 
diharapkan diperoleh hasil yang mendekati kebenaran.Karena itu, triangulasi 
tahap ini dilakukan jika data atau informasi yang diperoleh dari subjek atau 
informan penelitian diragukan kebenarannya. 
b) Triangulasi sumber data  
Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran wawancara dan observasi, 
peneliti bisa menggunakan observasi terlibat (participant obervation), dokumen 
tertulis, arsif, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan  pribadi dan 
gambar atau foto. Tentu masing-masing cara  itu akan menghasilkan bukti atau 
data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (insights) 
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yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti. Berbagai pandangan itu 
akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran handal. 
c) Triangulasi Teknik 
 Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara 
mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya 
data yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, 
dokumentasi atau kuesioner. Bila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data 
tersebut menghasilkan data berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih 
lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain untuk memastikan 
data mana yang dianggap benar. Atau mungkin semuanya benar karena sudut 
pandangnya berbeda-beda.  
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian 
1. Sejarah Perkembangan UIN Alauddin Makassar 
Sejarah perkembangan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, yang 
dulu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin Makassar melalui beberapa fase 
yaitu : 
a. Fase tahun 1962 s.d 1965  
Pada mulanya IAIN Alauddin Makassar yang kini menjadin UIN Alauddin 
Makassar berstatus Fakultas Cabang dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, atas 
desakan Rakyat dan Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan serta atas persetujuan 
Rektor IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Menteri Agama Republik Indonesia 
mengeluarkan Keputusan Nomor 75 tanggal 17 Oktober 1962 tentang penegerian 
Fakultas Syari'ah UMI menjadi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 
Cabang Makassar pada tanggal 10 Nopember 1962. Kemudian menyusul penegerian 
Fakultas Tarbiyah UMI menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 
Cabang Makassar pada tanggal 11 Nopember 1964 dengan Keputusan Menteri 
Agama Nomor 91 tanggal 7 Nopember 1964. Kemudian Menyusul pendirian 
Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta cabang Makassar tanggal 28 
Oktober 1965 dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 77 tanggal 28 Oktober 
1965. 
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b. Fase tahun 1965 s.d 2005 
Dengan mempertimbangkan dukungan dan hasrat yang besar dari rakyat dan 
Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan terhadap pendidikan dan pengajaran agama 
Islam tingkat Universitas, serta landasan hukum Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 
1963 yang antara lain menyatakan bahwa dengan sekurang-kurangnya tiga jenis 
fakultas IAIN dapat digabung menjadi satu institut tersendiri sedang tiga fakultas 
dimaksud telah ada di Makassar, yakni Fakultas Syari'ah, Fakultas Tarbiyah dan 
Fakultas Ushuluddin, maka mulai tanggal 10 Nopember 1965 berstatus mandiri 
dengan nama Institut Agama Islam Negeri Al-Jami'ah al-Islamiyah al-Hukumiyah di 
Makassar dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 79 tanggal 28 Oktober 1965. 
Penamaan IAIN di Makassar dengan Alauddin diambil dari nama raja Kerajaan Gowa 
yang pertama memuluk Islam dan memiliki latar belakang sejarah pengembangan 
Islam pada masa silam, di samping mengandung harapan peningkatan kejayaan Islam 
pada masa mendatang di Sulawesi Selatan pada khususnya dan Indonesia bahagian 
Timur pada umumnya. Ide pemberian nama “ Alauddin ” kepada IAIN yang berpusat 
di Makassar tersebut, mula pertama dicetuskan oleh para pendiri IAIN “ Alauddin” , 
di antaranya adalah Andi Pangeran Daeng Rani, (cucu/turunan) Sultan Alauddin, 
yang juga mantan Gubernur Sulawesi Selatan, dan Ahmad Makkarausu Amansyah 
Daeng Ilau, ahli sejarah Makassar. 
Pada Fase itu, IAIN (kini UIN) Alauddin yang semula hanya memiliki tiga (3) 
buah Fakultas, berkembang menjadi lima (5) buah Fakultas ditandai dengan 
berdirinya Fakuktas Adab berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI No. 148 Tahun 
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1967 Tanggal 23 Nopember 1967, disusul Fakultas Dakwah dengan Keputusan 
Menteri Agama RI No.253 Tahun 1971 dimana Fakultas ini berkedudukan di 
Bulukumba ( 153 km arah selatan kota Makassar), yang selanjutnya dengan 
Keputusan Presiden RI No.9 Tahun 1987 Fakultas Dakwah dialihkan ke Makassar, 
kemudian disusul pendirian Program Pascasarjana (PPs) dengan Keputusan Dirjen 
Binbaga Islam Dep. Agama No. 31/E/1990 tanggal 7 Juni 1990 berstatus kelas jauh 
dari PPs IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang kemudian dengan Keputusan Menteri 
Agama RI No. 403 Tahun 1993 PPs IAIN Alauddin Makassar menjadi PPs yang 
mandiri. 
c. Fase Tahun 2005 s.d sekarang 
 Untuk merespon tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan 
mendasar atas lahirnya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No.2 tahun 
1989 di mana jenjang pendidikan pada Departemen Pendidikan Nasional R.I dan 
Departemen Agama R.I, telah disamakan kedudukannya khususnya jenjang 
pendidikan menegah, serta untuk menampung lulusan jenjang pendidikan menengah 
di bawah naungan Departemen Pendidikan Nasional R.I dan Departemen Agama R.I, 
diperlukan perubahan status Kelembagaan dari Institut menjadi Universitas, maka 
atas prakarsa pimpinan IAIN Alauddin periode 2002-2006 dan atas dukungan civitas 
Akademika dan Senat IAIN Alauddin serta Gubernur Sulawesi Selatan, maka 
diusulkanlah konversi IAIN Alauddin Makassar menjadi UIN Alauddin Makassar 
kepada Presiden R.I melalui Menteri Agama R.I dan Menteri Pendidikan Nasional 
R.I. Mulai 10 Oktober 2005 Status Kelembagaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 
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Alauddin Makassar berubah menjadi (UIN) Universitas Islam Negeri Alauddinn 
Alauddin Makassar berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia No 
57 tahun 2005 tanggal 10 Oktober 2005 yang ditandai dengan peresmian 
penandatanganan prasasti oleh Presiden RI Bapak DR H Susilo Bambang Yudhoyono 
pada tanggal 4 Desember 2005 di Makassar. 
Dalam perubahan status kelembagaan dari Institut ke Universitas , UIN 
Alauddin Makasar mengalami perkembangan dari lima (5) buah Fakutas menjadi 7 
(tujuh) buah Fakultas dan 1 (satu) buah Program Pascasarjana (PPs) berdasarkan 
Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 tahun 2006 tanggal 16 Maret 2006, yaitu: 
 Fakuktas Syari'ah dan Hukum 
 Fakuktas Tarbiyah dan Keguruan 
 Fakultas Ushuluddin dan Filsafat 
 Fakultas Adab dan Humaniora 
 Fakultas Dakwah dan Komunikasi 
 Fakultas Sains dan Teknologi 
 Fakultas Ilmu Kesehatan. 
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 
 Program Pascasarjana(PPs). 
2. Visi dan Misi UIN  
Visi : 
Pusat pencerahan dan transformasi IPTEKS (Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni) 
berbasis peradaban islam.  
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Misi :  
o Dan mempunyai misi untuk menciptakan atmosfir akademik yang kondusif bagi 
peningkatan mutu perguruan tinggi dan kualitas kehidupan bermasyarakat. 
o Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 
masyarakat yang merefleksikan kemapanan integrasi antara nilai ajaran islam 
dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni 
o Mewujudkan universitas yang mandiri, berkarakter, bertatakelola baik, dan 
berdaya saing menuju universitas riset dengan mengembangkan nilai spiritual 
dan tradisi keilmuan. 
3. Tujuan 
a. Menghasilkan produk intelektual yang bermanfaat dan terbangunnya potensi 
insan yang kuat dengan pertimbangan kearifan lokal. 
b. Terwujudnya kampus sebagai pusat pendidikan penelitian, dan pengabdian 
kepada masyarakat yang berbasis integrasi keilmuan. 
c. Terciptanya sistim manajemen, kepemimpinan, dan kelembagaan yang sehat 
serta terwujudnya tata ruang, lingkungan, dan iklim kampus yang islami. 
d. Terwujudnya jejaring kerjasama dengan lembaga lokal, nasioal, dan 
internasional.  
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B. Pemahaman Dan Kesadaran Bendaharawan Dalam Memotong/Memungut 
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Dan Pasal 4 Ayat 2. 
1. Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 21  
PPh Pasal 21 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan sehubungan dengan 
pekerjaan, jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima 
atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Dalam hal ini pemberi kerja, 
bendaharawan pemerintah, dana pensiun atau badan lain, badan penyelenggara 
kegiatan yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, pembayaran lain sebagai 
imbalan sehubungan dengan pekerjaan, uang pensiun, dan lain-lain, dibebani 
kewajiban untuk melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak yang telah 
mereka potong. PPh pasal 21 yang dipotong oleh bendahara tidak hanya dilakukan 
pada gaji tetapi juga dilakukan atas honorarium yang dipotong oleh bendahara 
pengeluaran. PPh pasal 21 untuk panitia pelaksana kegiatan untuk Pegawai Negeri 
Sipil (PNS) golongan I dan II dikenakan tarif 0%, untuk non PNS dan PNS golongan 
III dipotong sebesar 5%, untuk PNS golongan IV beserta pensiunannya dipotong 
sebesar 15%. PNS yang tidak mempunyai NPWP dikenakan tarif 18%. Pemotongan 
PPh pasal 21 ini bagi penerima penghasilan atau pihak yang dipotong pada umumnya 
merupakan pembayaran pajak dimuka dan dapat dikreditkan atau diperhitungkan 
dengan pajak terutang pada akhir tahun pajak. Tetapi untuk penghasilan-penghasilan 
tertentu pemotongan PPh pasal 21 merupakan pemotongan PPh yang bersifat final, 
artinya tidak perlu lagi dihitung kembali dan diperhitungkan dalam menghitung PPh 
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terutang pada akhir tahun pajak. Seperti yang dikatakan oleh Pak Hasan selaku 
informan : 
Kalau pasal 21 itu masalah honor, terus kalau perhitungannya itu kalau 
misalkan dia golongan 3 yang pakai NPWP itukan 5% untuk golongan 2 
sampai golongan 3/d kalau dia tenaga harian atau tenaga harian lepas tanpa 
NPWP bisa kena 6% dia tapi kalau golongan 4 keatas itu 15% ples NPWP. 
Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa bendahara sudah 
menjalankan kewajibannya sesuai dengan peraturan pemotongan Pajak penghasilan 
pasal 21. Hal ini menjelaskan bahawa bendahara sudah paham dan sadar dalam 
melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
2. Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 22 
PPh pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah 
sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan badan-badan tertentu 
sehubungan dengan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain. 
Dalam hal ini bendaharawan pemerintah, badan-badan tertentu tersebut dibebani 
kewajiban untuk melakukan pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak yang telah 
mereka pungut. Pemungutan PPh pasal 22 ini bagi pihak yang dipungut pada 
umumnya merupakan pembayaran pajak dimuka dan dapat dikreditkan atau 
diperhitungkan dengan pajak terutang pada akhir tahun pajak. Tetapi untuk transaksi-
transaksi tertentu pemungutan PPh pasal 22 merupakan pemungutan PPh yang 
bersifat final, artinya tidak perlu lagi dihitung kembali dan diperhitungkan dalam 
menghitung PPh terutang pada akhir tahun pajak. PPh pasal 22 dikenakan unutk 
pembelian barang kena pajak dengan tarif 1,5% dari penghasilan bruto apabila 
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dipungut oleh bendahara maupun atas nama rekanan atas pembelian barang kecuali 
unutk pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp. 2.000.000 dan tidak 
merupakan pembayaran yang terpecah-pecah. barang kena pajak yang dimaksud 
adalah barang berwujud kecuali barang berupa tanah atau bangunan dan berupa 
makanan atau minuman dari perusahaan jasa katering. Sejalan dengan wawancara 
yang dilakukan dengan Pak Hasan bahwa bendahara sudah paham dan sadar dalam 
menjalankan kewajibannya. 
Pasal 22 ini kan itu pembelian atau belanja barang PPN pasal 22 10 % terus 
PPh 1,5%. terus pemotongannya itu dipotong langsung oleh bendahara 
pengeluaran. 
 
3. Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 23 
PPh Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan berupa dividen 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf g, bunga sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 4 ayat (1) huruf f, royalty, hadiah dan penghargaan selain yang telah 
dipotong PPh sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) huruf e, sewa dan 
penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan 
jasa teknik, jasa manajemen,  jasa konstruksi,jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa 
yang telah dipotong PPh sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, yang dibayarkan 
atau terutang oleh badan pemerintah, subyek pajak badan dalam negeri, 
penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri 
lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap. Dalam hal ini pihak 
yang wajib membayarkan penghasilan tersebut dibebani kewajiban untuk melakukan 
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pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak yang telah mereka potong. selain PPh 
pasal 22, bendahara pengeluaran juga wajib memotong melakukan pemotongan PPh 
pasal 23 yang digunakan untuk belanja jasa seperti jasa katering. 2% dari jumlah 
bruto  atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali 
sewa tanah atau bangunan. 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa 
manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultan. Terdapat pengecualian bahwa tidak 
dilakukan pemotongan PPh pasal 23 atas penghasilan-penghasilan sebagaimana 
diatur dalam pasal 23 ayat (4). Pemotongan PPh pasal 23 ini bagi penerima 
penghasilan atau pihak yang dipotong pada umumnya merupakan pembayaran pajak 
dimuka dan dapat dikreditkan atau diperhitungkan dengan pajak terutang pada akhir 
tahun pajak. Tetapi untuk penghasilan-penghasilan tertentu pemotongan PPh pasal 23 
merupakan pemotongan PPh yang bersifat final.  
Pajak penghasilan pasal 23 merupakan pajak penghasilan yang dipotong atas 
penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam  negeri dan bentuk usaha 
tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain 
yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh  
badan  pemerintah  atau  subjek  pajak  dalam  negeri,  penyelenggara  kegiatan,  
bentuk  usaha  tetap  atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Pada prinsipnya 
pelaksanaan PPh pasal 23 dilakukan secara desentralisasi dalam arti bahwa 
pemotongan, penyetoran  dan  pelaporannya  dilakukan  ditempat  terjadinya  
pembayaran  atau  terutangnya  penghasilan  yang merupakan  objek  pemotongan  
PPh  Pasal  23.  Subjek  pajak  atau  penerima  penghasilan  yang  dipotong  pajak 
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penghasilan pasal 23 adalah wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Ibu 
Darma mengatakan bahwa : 
Kalau ini saya masih keliru tentang PPh Pasal 22 saya masih kurang paham 
sama dengan PPh Pasal 23 masih sering keliru kalau masalah perhitungannya. 
Tapi selama ini saya sering bertanya langsung ke SPI karena sudah ada SPI. 
Dari hasil wawancara diatas masih seringnya terjadi kekeliruan bahkan kesalahan 
yang dialami  oleh bendahara yang menggambarkan bahwa masih kurangnya 
pemahaman yang dimiliki oleh bendahara tersebut. Tetapi dengan adanya pihak SPI 
dan KPP kesalahan itu sudah kurang dan bahkan bisa dihindari. Sejalan dengan yang 
dikatakan oleh Pak ishak bahwa : 
Dulunya memang sering terjadi kesalahan pada nomor akun namun sekarang 
karena seringnya komunikasi antara pihak UIN dengan KPP maka kesalahan 
yang biasa terjadi itu sudah bisa dihindari. 
 
4. Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 4 Ayat 2  
PPh Final (Pasal 4 ayat 2), ada beberapa penghasilan yang dikenakan PPh 
Final. Yang dimaksud Final disini bahwa pajak yang dipotong, dipungut oleh pihak 
ketiga atau dibayar sendiri tidak dapat dikreditkan (bukan pembayaran dimuka) 
terhadap utang pajak pada akhir tahun dalam perhitungan Pajak Penghasilan pada 
SPT Tahunan. Beberapa contoh penghasilan yang dikenakan PPh final : bunga 
deposito, penjualan tanah dan bangunan, persewaan tanah dan bangunan, hadiah 
undian, bunga obligasi, dsb.  
Apabila pihak-pihak yang diberi kewajiban oleh DJP untuk melakukan 
pemotongan/pemungutan tidak melakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 
maka dapat dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% dan kenaikan 100%. 
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Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ibu Sukmawati selaku Bendahara 
Pengeluaran Pembantu (BPP) yang mengatakan bahwa : 
Kalau masalah PPh pasal 4 ayat 2 itu tidak dipotong oleh BPP kartu itu sifatnya 
kontrak jadi didepan ditangani langsung dipotong didepan langsung dipotong 
oleh bendahara pengeluaran. 
Dari hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa Bendahara Pengeluaran 
Pembantu (BPP) selaku perpanjangan tangan dari Bendahara Pengeluaran memang 
sudah paham dan sadar akan kewajibannya. Namun pemahaman tersebut tidak utuh 
tetapi dari yang tidak utuh itu sudah ada peningkatan-peningkatan. 
5. Pemotongan/Pemungutan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) 
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  42 Tahun 2009 
tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak 
Pertambahan Nilai barang dan jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, tarif 
Pajak Pertambahan Nilai dalah sebesar 10% atas pembelian barang kena pajak. 
Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa : 
a. Jika bendahara pemerintah melakukan pembayaran atas pembelian barang 
yang tergolong Barang Kena Pajak (BKP), dan BKP tersebut dibeli oleh 
Pengusaha Kena Pajak (PKP), maka Bendahara Pemerintah tersebut wajib 
memungut PPN.  
b. Jika Bendahara Pemerintah melakukan pembayaran atas pembelian barang 
yang tergolong BKP, dan BKP tersebut dibeli dari bukan PKP, maka 
Bendahara Pemerintah tersebut tidak memungut PPN. 
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c. Jika Bendahara Pemerintah melakukan pembayaran atas pemebelian barang 
yang tidak tergolong BKP, dan BKP tersebut dibeli dari PKP, maka 
Bendahara Pemerintah tersebut tidak memungut PPN. 
d. Jika Bendahara Pemerintah melakukan pembayaran atas pemebelian barang 
yang tidak tergolong BKP, dan BKP tersebut dibeli dari bukan PKP, maka 
Bendahara Pemerintah tersebut tidak memungut PPN. 
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
548/KMK.04/2000 tentang tata cara pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak 
pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah oleh Bendahara 
Pemerintah sebagai pemungut pajak pertambahan Nilai, terhadap pembelian barang 
kena pajak oleh Bendahara Pemerintah berikut ini tidak dipungut PPN: 
a. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp. 1.000.000 dan tidak 
merupakan pembayaran yang terpecah-pecah. 
b. Pembayaran untuk pembebasan tanah. 
c. Pembayaran atas Penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak 
yang menurut perundang-undangan yang berlaku mendapat fasilitas PPN 
tidk dipungut dan atau dibebaskan dari pengenaan PPN. 
d. Pembayaran atas pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) / bukan BBM, 
yang dibeli dari pertamina.  
Sejalan dengan wawancara yang dilakukan dengan Ibu Sukma yang 
mengatakan bahwa : 
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Secara umum kami bendahara itu telah memahami kapan PPN itu harus 
dipungut setelah transaksi diatas Rp. 1.000.000., hanya saja praktik di lapangan 
itu sulit diterapkan dikarenakan terkadang ketika melakukan transaksi yang 
sifatnya insidentil seperti ketika berbelanja dengan tokoh yang belum menjadi 
PKP atau dengan PKP tapi tidak mau dipotong PPN.  
Kesadaran merupakan suatu faktor terbesar mengapa seseorang mau 
mengerjakan sesuatu. Kesadaran yang disertai dengan niat yang baik akan 
memberikan motivasi yang tinggi untuk mengerjakannya. Wajib pajak yang memiiki 
kesadaran bahwa pajak adalah kewajiban yang harus dibayarkan kepada negara akan 
membayar pajak sesuai dengan penghasilannya dan melaporkan dalam surat 
pemberitahuan (SPT).  
Pemahaman wajib pajak adalah pemahaman wajib pajak terhadap sistem 
pemungutan pajak yang ada di Indonesia dan segala macam peraturan perpajakan 
yang berlaku. Sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah sistem self assessment 
yang merupakan sistem yang mempercayakan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk 
menghitung, membayarkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. 
Namun dengan adanya sistem withholding yaitu sistem pemungutan pajak yang 
memberikan kewenangan kepada pihak ketiga untuk memungut atau memotong pajak 
setiap wajib pajak. Salah satu contoh dari sistem withholding ini adalah kewajiban 
pemotongan dan pemungutan pajak para bendahara pemerintah. Setelah melakukan 
kewajiban pemotongan pajak, bendahara melakukan penyetoran uang pajak ke kas 
negara dan melakukan pelaporan pajak ke Kantor Pelayanan Pajak menggunakan 
formulir Surat Pemberitahuan (SPT). Bukti potong PPh juga harus dibuat oleh 
bendahara pengeluaran atas pajak yang telah dipotongnya. 
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Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 tanggal 9 Mei 
2008 pasal 1 angka 17 dinyatakan bahwa Bendahara Pengeluaran Pembantu yang 
selanjutnya disebut BPP adalah bendahara yang bertugas membantu Bendahara 
Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran 
pelaksanaan kegiatan tertentu. BPP juga wajib melakukan pembukuan atas seluruh 
uang yang berada dalam pengelolaannya. Karena itu BPP wajib melakukan 
pembukuan sebagaimana pembukuan yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran, 
sepanjang tidak diatur lain. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara, yang dilakukan 
oleh semua informan yang mengatakan setiap transaksi atau belanja selalu dilakukan 
pencatatan kedalam buku pembantu pajak. 
Ibu Maryam selaku informan mengatakan : 
Setiap transaksi yang dilakukan harus dicatat karena memang sudah ada buku 
kas umum, buku pembantu pajak, buku kas pengeluaran pembantu. dan harus 
memang dicatat kedalam buku tersebut. 
 
Dari hasil pernyataan diatas dapat kita lihat bahwa bendahara memiliki 
kesadaran dari dalam diri mereka sehingga menganggap bahwa pencatatan memang 
harus  dilakukan. Kesadaran yang tinggi akan menimbulkan niat untuk mengerjakan 
kewajiban. Hal ini sejalan dengan pendapat Ajzen 1991 yang mengatakan bahwa niat 
atas prilaku dapat memberikan gambaran apa yang dilakukan seseorang apakah mau 
melakukan atau tidak.  
Kesadaran mengenai keberadaan pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak 
memberikan motivasi untuk menjalankan kewajiban. Pembayaran pajak yang 
merupakan hak wajib pajak diberikan kewenangan untuk membayar pajak. Keadaan 
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dilapangan akan membentuk kesadaran tersendiri bagi setiap individu dalam 
menjalankan aktivitasnya. Meskipun pada kenyataannya bahwa pajak masih kurang 
dalam transparansi penggunanaan dananya akan tetapi masyarakat tetap harus 
memenuhi kewajibannya. Pajak yang diharapkan mampu menopang perekonomian 
negara dan mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat namun hingga saat ini 
masih jauh dari titik optimal. Masyarakat yang memiliki tingkat perekonomian 
rendah masih dikenakan pajak baik secara langsung maupun tidak langsung. Dana 
pajak yang diharapkan mampu mensejahterakan rakyat hingga saat ini masih jauh 
dari yang diharapkan. Pajak yang digunakan untuk membangun fasilitas negara 
seperti sekolah-sekolah dan jalanan yang paling umum kita lihat masih minim. 
Terutama didaerah pedesaan, fasilitas yang digunakan masih sangat rendah 
kualitasnya. Jalanan, jembatan bahkan sekolah-sekolah yang digunakan dibuat sendiri 
oleh masyarakat sekitar dan tenaga pengajar pun masih sukarelawan. 
Pajak penghasilan yang dibebankan kepada wajib pajak khususnya wajib pajak 
orang pribadi tergantung dari golongan masing-masing individu. Pegawai negeri sipil 
dalam hal ini dosen selaku wajib pajak orang pribadi tentunya setiap bulannya 
dipotong pajak sesuai dengan penghasilan yang diterima. Institusi yang membawahi 
memotong secara langsung pajak yang dibayarkan. seperti yang dikatakan oleh Bapak 
ihsan bahwa: 
Pegawai dan dosen itu sudah dipotong langsung pajaknya oleh bendahara tetapi 
pemotongannya dibedakan berdasarkan jabatan dan golongannya seperti PNS 
dengan golongan IV/a  itu potongannya 15% , golongan III/c dan III/d itu 
potongannya 5% dari honor mereka. 
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Dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa bendahara  selaku wajib 
pajak pihak ketiga dalam memotong dan memungut PPh atas gaji dan honor dari 
Pegawai Negeri Sipil paham dan sadar dalam melakukan kewajibannya.  
Pemahaman yang luas memberikan nilai tersendiri bagi individu dan 
memudahkan dalam berbagai hal. Pengetahuan sangat dibutuhkan dalam menjalankan 
segala aktivitas. Allah SWT menuntut ummatnya untuk senantiasa mencari ilmu 
pengetahuan yang banyak agar mampu memahami dan tetap berada dijalan yang 
benar. Dalam QS. At-Taubah ayat 122 dijelaskan: 
                                  
                      
Terjemahan: 
“tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). 
mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang 
untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi 
peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya 
mereka itu dapat menjaga dirinya.” (QS. At-Taubah : 122). 
 
Ayat tersebut memperingatkan untuk menuntut ilmu sebanyak-banyaknya 
untuk mendapatkan pengetahuan yang luas. Bendahara yang memiliki pengetahuan 
yang luas tentang pajak akan mengetahui kewajiban-kewajibannya terutama dalam 
kewajiban perpajakan. Bendahara yang memiliki pemahaman tentang pajak dapat 
mengikuti aturan dan dapat memahami serta mudah dalam menghitung dan 
melaporkan pajak. Pemahaman Bendahara tentang pajak dapat membantu wajib pajak 
dalam membayar pajaknya. Apalagi dengan wajib pajak yang kurang memahami 
dalam pembayaran dan pelaporan pajak sehingga tidak ada lagi pegawai ataupun 
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dosen yang tidak membayar pajak bukan karena takut dengan sanksi atau denda 
namun karena ketidakpahamannya tentang pajak. Dosen selaku PNS tidak dapat 
menghindari pelaporan dan pembayaran pajaknya karena sudah secara langsung 
dipotong oleh bendahara yang bersangkutan. Seperti yang dikatakan oleh Bapak 
Ishak selaku informan yang memberikan informasi dari penelitian ini bahwa:  
Sejauh ini penerimaan pajak dari UIN Alauddin Makassar itu sudah bagus. 
Pada tahun 2013, penerimaan pajak yang berasal dari UIN itu mencapai Rp 9,6 
Milliar. Kemudian pada tahun 2014 mencapai kurang lebih 10,5 miliar dan 
sepertinya akan meningkat di tahun 2015 ini.  
 
Berdasarkan hasil wawancara di atas maka pemahaman dan kesadaran bendahara 
dalam melakukan kewajibannya juga dapat membantu penerimaan negara dalam hal 
pajak. Peran  penerimaan  pajak  sangat  penting  bagi  kemandirian pembangunan, 
karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara dari dalam negeri yang 
paling utama selain dari minyak dan gas bumi untuk mendanai Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (APBN). Karena itu, setiap wajib pajak mendaftarkan diri pada 
kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak dan sekaligus 
untuk mendapatkan NPWP.  
Dari hasil penelitian diatas mengenai Pemahaman dan Keasadarn Bendahara 
Pemerintah Terhadap Kewajiban Perpajakan dalam Memotong/memungut Pajak 
Penghasilan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 4 Ayat 2, dan PPN. Dalam 
menjalankan kewajibannya mengenai Kesadaran  bendahara dalam menjalankan 
kewajibannya bendahara itu sudah sadar dalam memotong/memungut setiap pajak 
yang harus dia potong/dipungut. Namun, dalam hal pemahaman, pemahaman 
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Bendahara tersebut masih kurang dan tidak sepenuhnya memahami aturan itu, tetapi 
dengan adanya pihak SPI itu bisa membantu para bendahara dalam menjalankan 
kewajibannya. Mereka langsung bertanya kepada pihak SPI di rektorat. 
C. Pemahaman Dan Kesadaran Bendaharawan Dalam Menyetor Pajak Serta 
Melaporkan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 4 
Ayat 2 Ke Kantor Pelayanan Pajak. 
Pemahaman  akan  peraturan  perpajakan  adalah  proses  dimana  wajib pajak  
mengetahui  tentang  perpajakan  dan  mengaplikasikannya  untuk membayar  pajak.  
Pemahaman  peraturan  perpajakan  yang  dimaksud  mengerti dan  paham  tentang  
ketentuan  umum  dan  tata  cara  perpajakan  yang  meliputi tentang bagaimana cara 
menyampaikan SPT, pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu 
pembayaran atau pelaporan SPT (Resmi, 2009) dalam Nugroho (2012). 
Sebagai bagian dari sistem self assessment, wajib pajak diberikan 
kepercayaan untuk membayar atau menyetor sendiri serta melaporkan sendiri pajak 
yang terutang sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan. Sesuai Pasal 9 ayat 
(2) UU KUP ditentukan bahwa untuk kekurangan pembayaran pajak yang terutang 
berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan harus dibayar lunas paling lambat tanggal 
25 (dua puluh lima) bulan ketiga setelah tahun pajak atau bagian tahun pajak 
berakhir, sebelum Surat Pemberitahuan itu disampaikan. Sedangkan untuk 
pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau masa pajak 
bagi masing-masing jenis pajak sesuai amanat Pasal 9 ayat (1) UU KUP ditentukan 
oleh Menteri Keuangan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya 
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pajak atau masa pajak berakhir. Apabila pembayaran atau penyetoran pajak telah 
selesai dilakukan maka kewajiban berikutnya adalah melaporkan pajak yang telah 
dibayar atau disetor  tersebut ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak 
terdaftar dengan sarana berupa Surat Pemberitahuan (SPT).  
Kepatuhan wajib pajak merupakan kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban 
yang berkaitan dengan pajak. Wajib pajak dituntut untuk patuh terhadap aturan yang 
dikeluarkan oleh pemerintah.  Kepatuhan tidak hanya dipengaruhi oleh aturan hukum 
yang berlaku tetapi juga dorongan dari dalam diri wajib pajak untuk melaksanakan 
kewajibannya sebagai warga negara. Faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan 
Wajib Pajak adalah faktor pendidikan, faktor kesadaran keberagaman, faktor 
kesadaran perpajakan, faktor pemahaman terhadap undang-undang dan peraturan 
perpajakan dan faktor rasional. Berbagai aturan yang dikeluarkan pemerintah tentang 
peraturan perundang-undangan perpajakan yang beberapa kali dirubah. Aturan sistem 
pembayaran pajak yang digunakan Indonesia saat ini adalah self assesment sistem 
yang mana ini digunakan untuk memberikan wewenang untuk menghitung dan 
melaporkan pembayaran pajak wajib pajak baik pribadi maupun wajib pajak badan. 
Aturan ini tentunya membutuhkan kesadaran dan kejujuran wajib pajak dalam 
melaporkan kewajiban pajaknya. Sistem pemungutan pajak dengan withholding 
system yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada pihak 
ketiga (bendahara) untuk melakukan penyetoran uang pajak ke kas negara dan 
melakukan pelaporan pajak ke Kantor Pelayanan Pajak menggunakan formulir Surat 
Pemberitahuan (SPT). Bukti potong PPh juga harus dibuat oleh bendahara 
67 
  
pengeluaran atas pajak yang telah dipotongnya sehingga Pegawai Negeri Sipil (PNS) 
memiliki kepatuhan terhadap pelaporan dan pembayaran pajak. Dosen selaku PNS 
tidak dapat menghindari pelaporan dan pembayaran pajaknya karena sudah secara 
langsung dipotong oleh bendahara yang bersangkutan. Bapak Ishak selaku informan 
yang memberikan konfirmasi dari hasil penelitian yang mengatakan bahwa: 
Terlambatnya bendahara dalam membayar dan melaporkan pajak bukan berarti 
kurangnya pemahaman dan kesadaran yang miliki oleh bendahara tetapi 
keterlambatan dalam membayar dan melaporkan pajak biasa disebabkan oleh 
kesibukan dan tidak adanya waktu yang dimiliki oleh bendahara  tersebut.  
 
Sebagai ummat Islam kita seharusnya lebih memahami kewajiban kita. Niat 
untuk membayar pajak dengan tujuan karena Allah dan untuk kemaslahatan rakyat itu 
akan memberikan nilai positif. Seperti dalam HR. al-Bukhāriy dan Muslim dapat 
dijelaskan bahwa niat untuk mengerjakan segala sesuatu karena Allah maka dia akan 
mendapatkannya dan niat karena dunia maka dia akan mendapatkannya juga sesuai 
yang diniatkan. Kebanyakan wajib pajak saat ini memang membayar pajak tepat 
waktu karena takut sanksi atau denda. Dalam theory of reasoned action bahwa niat 
untuk melakukan segala sesuatu dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya 
adalah sikap. Dari teori dijelaskan bahwa wajib pajak akan sadar dan memiliki niat 
yang kuat untuk membayar pajak apabila pajak yang mereka bayarkan dapat 
dirasakan dan dilihat hasilnya. Dana pajak yang digunakan sebagai dana 
pembangunan negara memberikan kepercayaan tersendiri kepada wajib pajak bahwa 
apa yang mereka bayarkan ada hasilnya. 
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Menurut  Mulyono  (2010:95)  Pelaporan  atas pelunasan  Pajak  Penghasilan  
(PPh)  dapat dilakukan oleh berbagai pihak, seperti: 
1. Wajib  pajak,  pelaporan  Pajak  Penghasilan (PPh)  oleh  wajib  pajak  
dapat  dilakukan dengan  pola;  bulanan,  triwulan  dan tahunan. 
2. Pemungut  Pajak  Penghasilan  (PPh)  yang berkedudukan  sebagai  pembeli  
maupun penjual,  berkewajiban  membayar  dan melapor PPh yang 
dipungut.  
3. Pemotong  Pajak  Penghasilan  (PPh)  yang semuanya  berkedudukan  
sebagai  pembeli jasa  berkewajiban  membayar  dan  melapor PPh yang 
sudah dipotong. 
4. Yang  menyerahkan  barang, pelaporan PPh yang  dilakukan  oleh  yang  
menyerahkan  barang  dilakukan  pada  berbagai  kegiatan seperti yang 
termasuk dalam PPh Pasal 22. 
5. Petugas  pajak,  PPh  yang  dibayarkan kepada  petugas  pajak  hanya  
terjadi  pada PPh  atas  fiskal  luar  negeri,  pelaporan  PPh atas  fiskal  luar  
negeri  dilakukan  oleh petugas fiskal setiap bulan. 
Wajib pajak diberikan hak oleh wajib pajak untuk melaporkan sendiri 
kewajiban pajaknya. Pemerintah mengeluarkan aturan-aturan terkait dengan 
perpajakan untuk memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya 
membayar pajak. wajib pajak sepatutnya mematuhi aturan-aturan yang telah 
dikeluarkan. Bapak Awal mengatakan bahwa 
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setiap pajak itu sudah langsung di potong oleh bendahara pengeluaran dan 
dilaporkan langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). jadi tidak ada alasan 
setiap pegawai untuk tidak membayar pajak. 
 
Aturan-aturan dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah seharusnya 
dipatuhi dan dijalankan dengan baik. Pemerintah mengeluarkan aturan dengan tujuan 
untuk memudahkan rakyatnya dalam membayar pajak. Taat dan patuh terhadap 
aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah diperingatkan Allah SWT dalam surat An-
Nisa ayat 59 yang berbunyi: 
                                    
                                  
Terjemahan: 
“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan 
ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang 
sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul 
(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. 
yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”(QS An-
Nisa ayat 59). 
 
Dari ayat tersebut dapat kita pahami bahwa selain taat kepada Allah dan 
Rasul, kita juga harus taat dan patuh terhadap pemerintah yang memiliki wewenang 
dalam mengurus permasalahan untuk kemaslahatan rakyat. Akan tetapi pemerintah 
tidak serta merta mengeluarkan aturan yang tidak membawa kesejahteraan bagi 
rakyatnya. Aturan-aturan tentang pajak dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah 
sudah tepat akan tetapi masih perlu pengawasan. Dalam undang-undang juga 
disebutkan bahwa kriteria kepatuhan salah satunya berkaitan dengan teguran dan 
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denda. Bendahara jarang bahkan tidak pernah mendapatkan surat teguran untuk pajak 
penghasilannya. Semua informan mengatakan bahwa mereka tidak pernah 
mendapatkan surat teguran atau denda karena terlambat dalam membayar pajak. 
Kepatuhan terhadap aturan yang berasal dari dalam diri individu untuk 
melaksanakan kewajibannya merupakan faktor internal yakni kesadaran. Penerapan 
aturan withholding system  ini diharapkan dapat meningkatkan moral dan kepatuhan 
bendahara. Penerapan aturan ini dapat memberikan motivasi kepada masyarakat pada 
umumnya untuk membayar pajak.  
Realitas saat ini bahwa masih ada bendahara yang kurang memahami aturan 
dan tata cara perpajakan secara terperinci terkait segala peraturan perpajakan. Hal ini 
memberikan gambaran bahwa masih kurangnya pemahaman bendahara tentang 
aturan perpajakan. seperti yang dikatakan oleh Ibu Nidar bahwa 
Kalau perhitungan tentang gaji dan honor itu sejauh ini sudah paham tetapi 
kalau misalkan ada yang yang tidak dimengerti saya ke SPI bertanya kepada 
adik-adik yang disana.  
Ibu Maryam juga mengatakan bahwa : 
saya mengerti sedikit tentang pajak apalagi saya ini bukan orang pajak tetapi 
kalau ada yang saya tidak tahu saya bertanya langsung kepada SPI di Rektorat 
apalagi ada buku perpajakan yang diberikan pihak SPI kepada bendahara jadi 
lebih mempermudah dalam menjalankan kewajiban. 
 
Tetapi dengan adanya SPI dapat membantu para bendahara yang masih 
kurang  paham tentang aturan perpajakan dalam menjalankan kewajibannya. 
Pelayanan pajak dibutuhkan oleh wajib pajak untuk memberikan pemahaman yang 
luas sehingga wajib pajak taat dan patuh dalam membayar pajak. Dalam theory of 
reasoned action dikatakan bahwa niat individu dipengaruhi oleh faktor orang lain 
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yang memberikan motivasi untuk mengerjakannya. pelayanan yang baik dari otoritas 
pajak dapat membangkitkan semangat wajib pajak untuk mau mempelajari dan 
memahami tentang tata cara pembayaran pajak bahkan mendalami pengetetahuan 
tentang pajak. Sejalan dengan teori pembelajaran sosial yang mengatakan bahwa 
seseorang dapat belajar melalui pengamatan dan pengalaman langsung. Teori  ini 
juga menjelaskan  perilaku  wajib pajak  dalam  memenuhi  kewajibannya  membayar  
pajak.  Seseorang  akan  taat membayar  pajak  tepat  pada  waktunya,  jika  lewat  
pengamatan  dan  pengalaman langsungnya,  hasil  pungutan  pajak  itu  telah  
memberikan  kontribusi  nyata  pada pembangunan di wilayah.  
Pemahaman tentang pajak dapat memudahkan wajib pajak dalam melakukan 
perhitungan, pelaporan dan pembayaran pajak. Wajib pajak yang memiliki 
pemahaman dan pengetahuan tentang pajak akan dengan mudah membayar pajak 
penghasilannya dibanding wajib pajak yang memiliki pemahaman yang kurang. 
Semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham 
pula wajib pajak terhadap aturan dan sanksi yang akan diterima bila melalaikan 
kewajiban perpajakan mereka. Dimana wajib pajak yang benar-benar paham, mereka 
akan mengetahui sanksi adminstrasi dan sanksi pidana sehubungan dengan SPT dan 
NPWP. Berarti Bendahara selaku wajib pajak ketiga dikatakan sudah memahami 
kewajiban perpajakan karena mereka tidak pernah menerima surat teguran dan denda 
atas keterlambatan dalam membayar dan melaporkan pajak. Sejalan dengan 
wawancara yang yang dilakukan dengan Bapak Rahim mengatakan bahwa : 
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kami selalu membayar dan melaporkan pajak tepat waktu jadi kami tidak 
pernah menerima surat teguran ataupun sanksi dan denda atas keterlambatan 
dalam membayar dan melaporkan pajak. 
 
Wajib pajak yang memiliki pemahaman akan melaksanakan aturan-aturan dan patuh 
terhadap pajak. Kepatuhan juga didasari oleh moralitas yang dimiliki oleh wajib 
pajak. wajib pajak akan patuh apabila memiliki kesadaran dan moral yang tinggi. 
Wajib pajak bisa saja tidak membayar pajak karena ketidaktahuan mereka tentang 
aturan-aturan yang berlaku. Meskipun moral yang dimiliki tinggi akan tetapi 
pengetahuan tentang pajak yang kurang bisa menyebabkan ketidakpatuhan. Wajib 
pajak yang memiliki pemahaman dan pengetahuan yang luas dapat memperoleh 
banyak manfaat dari ilmu yang dimiliki. Dibandingkan dengan wajib pajak yang 
kurang pemahaman. Seperti yang dikatakan oleh bapak oleh bapak Ishak tentang 
pelaporan pajak UIN Alauddin Makassar saat ini bahwa : 
pelaporan pajak UIN saat ini sudah bagus walaupun masih ada keterlambatan 
dalam membayar dan melaporkan pajak tapi bukan berarti dia tidak paham 
tentang kewajiban pajaknya tetapi mungkin karena kesibukan-kesibukannya. 
Dilihat dari hasil wawancara dari pak Rahim selaku bendahara UIN Alauddin 
Makassar dengan pak Ishak selaku petugas pajak di KKP Pratama mengalami 
kontradiktif. Dimana pak Rahim mengatakan bahwa sudah membayar dan 
melaporkan pajak tepat waktu. Tetapi, Pak Ishak mengatakan bahwa pelaporannya itu 
sudah baik meskipun masih ada keterlambatan dalam membayar dan melaporkan 
pajak, Ini bukan berarti bahwa bendahara itu tidak memahami kewajiban 
perpajakannya. Tetapi perbedaan defenisi antara bendahara dengan KPP, begitu pun 
perbedaan defenisi tepat waktu bendahara itu berbeda. 
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Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Az-Zumar ayat 9 sebagai berikut; 
                                      
                      
Terjemahan: 
“(Apakah kamu Hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang 
beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut 
kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah: 
"Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak 
mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima 
pelajaran.”(QS Az-Zumar :  9). 
Dari ayat diatas dapat dilihat bahwa jelas perbedaan antara orang yang memiliki 
pengetahuan yang banyak dengan yang kurang memahami. Wajib pajak yang kurang 
memahami tentang perpajakan akan mengalami kesulitan baik dalam melakukan 
pengisian SPT maupun membayar pajaknya. Ketidaktahuan dapat menyebabkan 
wajib pajak melanggar aturan-aturan yang seharusnya dipatuhi. Seperti halnya 
dengan pajak yang harus dikenakan pajak, karena ketidak tahuannya sehingga ia tidak 
membayar pajak. Wajib pajak seharusnya mencari pengetahuan yang banyak 
sehingga memiliki pemahaman dan pengetahuan yang luas. 
Wajib pajak memiliki hak untuk memahami tentang sanksi dan denda yang 
dikeluarkan pemerintah atas keterlambatan pembayaran pajak. Menurut Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara 
Perpajakan, sanksi keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan wajib 
pajak orang pribadi yaitu apabila  Surat  Pemberitahuan  tidak  disampaikan  dalam  
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jangka  waktu yang  ditentukan atau  batas  waktu  perpanjangan  penyampaian  Surat 
Pemberitahuan,  dikenai  sanksi  administrasi  berupa  denda  sebesar Rp100.000,00 
(seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa dan  sebesar  Rp100.000.00  
(seratus  ribu  rupiah)  untuk  Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib 
Pajak Orang Pribadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 7 
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Setiap  orang  yang  karena  
kealpaannya  tidak  menyampaikan  Surat Pemberitahuan atau  menyampaikan  Surat  
Pemberitahuan,  tetapi isinya tidak  benar  atau  tidak  lengkap atau melampirkan  
keterangan yang  isinya  tidak  benar  sehingga  dapat  menimbulkan  kerugian  pada 
pendapatan  negara dan  perbuatan  tersebut  merupakan  perbuatan setelah  perbuatan  
yang pertama  kali,  didenda  paling  sedikit  1  (satu) kali  jumlah  pajak  terutang  
yang  tidak  atau  kurang  dibayar  dan  paling banyak  2  (dua)  kali  jumlah  pajak  
terutang  yang  tidak  atau  kurang dibayar,  atau  dipidana  kurungan  paling  singkat  
3  (tiga)  bulan  atau paling  lama  1  (satu)  tahun sesuai  dengan Undang-Undang 
Nomor  28 Tahun  2007  Pasal  38  tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara 
Perpajakan.  
Wajib  pajak  tidak  menyampaikan  SPT  karena  sengaja, ditambahkan  1 
(satu)  kali  menjadi  2  (dua)  kali  sanksi  pidana  apabila  seseorang melakukan  lagi  
tindak  pidana  dibidang  perpajakan  sebelum  lewat  1 (satu) tahun, terhitung sejak 
selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkansesuai dengan Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 39 tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  
Perpajakan.  Pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 
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(empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak/ kurang bayar. Berdasarkan surat 
keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000, wajib paak dimasukkan 
dalam kategori wajib pajak patuh apabila memenuhi kriteria sebagai berikut : 
a. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan untuk semua jenis 
pajak dalam dua tahun terakhir. 
b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah 
memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. 
c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang 
perpajakan dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir. 
Sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang perpajakan, Surat 
Pemberitahuan (SPT) mempunyai fungsi sebagai suatu sarana bagi wajib pajak di 
dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang 
sebenarnya terutang. Selain itu Surat Pemberitahuan berfungsi untuk melaporkan 
pembayaran atau pelunasan pajak baik yang dilakukan wajib pajak sendiri maupun 
melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga, 
melaporkan harta dan kewajiban, dan pembayaran dari pemotong atau pemungut 
tentang pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan. Sehingga Surat 
Pemberitahuan mempunyai makan yang cukup penting bagi wajib pajak maupun 
aparatur pajak. 
 Dari hasil penelitian diatas mengenai Pemahaman Dan Kesadaran Bendahara 
Dalam Menyetor Pajak Serta Melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 
23, Pasal 4 Ayat 2, Dan PPN Ke Kantor Pelayanan Pajak. Bendahara sudah paham 
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dan sadar dalam menjalankan kewajibannya. Dalam hal pelaporan pajak bendahara 
sudah melaporkan pajak tepat waktu, namun menurut yang dikantor pajak masih ada 
keterlambatan dalam hal pelaporan tetapi walaupun bendahara terlambat dalam 
melaporkan pajaknya ini bukan berarti bahwa bendahara tidak memahami aturan 
pajak Tetapi karena kesibukan bendahara tersebut.  
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BAB V 
PENUTUP 
A. KESIMPULAN 
Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran dan penjelasan tentang 
Pemahaman dan Kesadaran Bendahara Pemerintah terhadap kewajiban perpajakan di 
UIN Alauddin Makassar. Dari hasil penelitian dan pembahasan di bab sebelumnya, 
secara umum Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada 
dasarnya telah memahami aturan yang terkandung dalam Undang-undang perpajakan 
bendahara pemerintah dalam melakukan kewajibannya dalam melaporkan pajak.  
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan wawancara secara 
langsung terhadap Bendahara Pemerintah Universitas Islam Negeri Alauddin 
Makassar maka peneliti menyimpulkan bahwa: 
1. Pemahaman dan Keasadarn Bendahara Pemerintah Terhadap Kewajiban 
Perpajakan dalam Memotong/memungut Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 22, 
Pasal 23, Pasal 4 Ayat 2, dan PPN. Dalam menjalankan kewajibannya mengenai 
Kesadaran  bendahara dalam menjalankan kewajibannya bendahara itu sudah 
sadar dalam memotong/memungut setiap pajak yang harus dia potong/dipungut. 
Namun, dalam hal pemahaman, pemahaman Bendahara tersebut masih kurang 
dan tidak sepenuhnya memahami aturan itu, tetapi dengan adanya pihak SPI itu 
bisa membantu para bendahara dalam menjalankan kewajibannya. Mereka 
langsung bertanya kepada pihak SPI di rektorat. 
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2. Pemahaman Dan Kesadaran Bendahara Dalam Menyetor Pajak Serta 
Melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 4 Ayat 2, Dan 
PPN Ke Kantor Pelayanan Pajak. Bendahara sudah paham dan sadar dalam 
menjalankan kewajibannya. Dalam hal pelaporan pajak bendahara sudah 
melaporkan pajak tepat waktu, namun menurut yang dikantor pajak masih ada 
keterlambatan dalam hal pelaporan tetapi walaupun bendahara terlambat dalam 
melaporkan pajaknya ini bukan berarti bahwa bendahara tidak memahami aturan 
pajak Tetapi karena kesibukan bendahara tersebut.  
Penelitian ini juga menunjukkan tingkat pemahaman bendahara meningkat 
setelah adanya pembinaan dan pelatihan yang diadakan oleh pihak SPI dan 
terhubungnya komunikasi antara UIN dengan pihak KPP jadi kesalahan yang biasa 
terjjadi itu sudah bisa dihindari. Akan tetapi Apabila ada bendahara yang kurang 
memahami aturan perpajakan terkait kewajiban bendahara maka bendahara tersebut 
langsung bertanya kepada pihak SPI.  
B. IMPLIKASI PENELITIAN 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka Implikasi penelitian oleh 
peneliti melihat bahwa Evaluasi pemotongan, penyetoran dan pelaporan yang ada 
pada UIN Alauddin Makassar telah sesuai dengan  ketentuan  perpajakan, unutk 
mempertahankan  kinerja  yang  ada  dan  terus mengevaluasi  pajak yang ada. 
Disarankan untuk Dirjen pajak agar  lebih  sering  memberikan  penyuluhan  dan  
pelatihan perpajakan  kepada  bendahara-bendahara dan  pajak  terkait  dengan  
pembaharuan  peraturan  perpajakan  serta  tata cara  penerapannya.  Hal  ini  perlu  
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dilakukan  agar  bendahara  lebih  mengerti  dan  mendalami  bagaimana  cara 
mengklasifikasikan objek pajak sesuai dengan kelompoknya serta menentukan tarif 
pajak yang benar sesuai peraturan  perpajakan  terbaru.  Sehingga  diharapkan  
bendahara  dapat  menghitung,  menyetor,  dan  melapor  pajak dengan benar. 
Penelitian ini masih banyak kekurangan, terutama informasi yang diperoleh 
yang bersifat tertutup. Disamping itu waktu penelitian yang cukup singkat. Informasi 
yang diperoleh dari kantor pajak juga tidak terlalu spesifik sehingga diharapkan 
penelitian selanjutnya memperpanjang waktu dalam melakukan penelitian yang 
terkait dengan penelitian ini. Meskipun penelitian ini menggunakan triangulasi dalam 
pengumpulan dan interpretasi data, penelitian ini dalam intepretasi data dan fakta 
yang diasajikan dapat mengalami bias karena sifat subjektifitas peneliti. Meskipun 
demikian,  hal-hal diatas seharusnya bukan menjadi suatu masalah karena apapun 
pendekatan atau paradigma penelitian  yang digunakan, tidak ada yang bebas dari 
bias subjektifitas. Berdasarkan pertimbangan keterbatasan yang ada pada penelitian 
ini, penelitian yang akan datang diharapkan agar dapat  menggunakan periode waktu 
yang lebih lama. Dengan periode waktu penelitian yang lebih lama diharapkan dapat 
memonitor bagaimana dampak perubahan Undang-Undang perpajakan yang baru 
terhadap penerimaan pajak. 
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RESUME WAWANCARA 
Nama informan   : Maryam Asri 
Jabatan   : Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) 
 
1. Bagaimana cara Ibu memahami aturan pajak pemerintah? 
Terus terang Dek, kita mengacu kepada buku yang dibagikan di SPI buku 
Panduan pajak bendahara pemerintah disitu ada memang semua pengeluaran-
pengeluaran, belanja-belanja barang dan jasa dan lain-lain sudah diatur dalam 
buku itu situ. 
2. Apakah Ibu mencatat  seluruh transaksi  terkait pelaksanaan belanja negara di 
Fakultas Ibu? 
Setiap transaksi yang dilakukan harus dicatat karena memang sudah ada buku 
kas umum, buku pembantu pajak, buku kas pengeluaran pembantu. dan harus 
memang dicatat kedalam buku tersebut. 
3. Apakah Ibu sudah memahami bagaimana cara menghitung PPh Pasal 21 atas 
gaji, dan honorarium yang dibayarkan kepada pegawai? 
Saya mengerti sedikit tentang pajak apalagi saya ini bukan orang pajak tetapi 
kalau ada yang saya tidak tahu saya bertanya langsung kepada SPI di 
Rektorat apalagi ada buku perpajakan yang diberikan pihak SPI kepada 
bendahara jadi lebih mempermudah dalam menjalankan kewajiban. Kalau 
untuk honor itu dipotong berdasarkan golongan terus kalau gai itu dipotong 
langsung oleh bendahara pengeluaran di Rektorat.  
4. Kesalahan apa yang biasa terjadi dalam pembayaran dan pelaporan pajak? 
Biasa kesalahan dalam kode-kode akun, yang kadang memang kita tidak 
mengerti karena akun-akun itu, seperti di kantor pajak dia memang sudah ada 
kode akun tertentu, tetapi kita sering lupa kode akun dan kode jenis 
setorannya itu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
RESUME WAWANCARA 
Nama Informan : Sukmawati 
Jabatan  : Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) 
 
1. Bagaimana cara Ibu  memahami aturan pajak pemerintah? 
Saya lewat bidang ilmu sendiri karena kebetulan saya dari akuntansi kalau 
dari universitas saya dikasi buku pedoman perpajakan bendahara pemerintah 
yang seperti ini tetapi sebelumnya itu saya pakai buku yang dikasi sama 
teman tapi isinya tetap sama. 
2. Apakah Ibu mencatat  seluruh transaksi  terkait pelaksanaan belanja negara di 
Fakultas Ibu? 
Iya dicatat karena ada memang buku pembantu pajak yang dikasi jadi harus 
dicatat dalam buku tersebut. 
3. Apakah Ibu sudah memahami bagaimana cara menghitung PPh Pasal 21 atas 
gaji, dan honorarium yang dibayarkan kepada pegawai? 
Beginikan kita kan bikin ampra honor kena pasal 21, kalau golongan 4 itu 
15%, golongan 3 itu 5%.  
4. Apakah bapak/ibu memahami tata cara perhitungan dan tata cara pemungutan 
sesuai dengan perhitungan pasal 4 ayat 2? 
Kalau masalah PPh pasal 4 ayat 2 itu tidak dipotong oleh BPP kartu itu 
sifatnya kontrak jadi didepan ditangani langsung dipotong didepan langsung 
dipotong oleh bendahara pengeluaran. 
5. Kesalahan apa yang biasa terjadi dalam pembayaran dan pelaporan pajak? 
Kesalahan ada contohnya tempo hari disini kode setoranku 100 padahal 402. 
Jadi kesalahan yang sering terjadi itu terletak pada kode akun pajak dan kode 
jenis setoran pajak. Kalau terjadi kesalahan itu dikoreksi direktorat tetapi 
perbaikannya itu biasa kembali lagi ke sini itu saja kesalahan yang terjadi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
RESUME WAWANCARA 
Nama Informan : Nidar 
Jabatan  : Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) 
 
1. Bagaimana cara Ibu memahami aturan pajak pemerintah? 
Biasa ada sosialisasi kayak pelatihan yang pernah SPI adakan terus ada juga 
buku dibagikan tapi kalau tidak tau tanya-tanya lagi kepada orang. 
2. Apakah Ibu mencatat  seluruh transaksi  terkait pelaksanaan belanja negara di 
Fakultas Ibu? 
Ada memang aplikasi pajak yang dikasi SPI disitu ada format BKU itu diisi 
disitu nanti otomatis ada disitu dibuku pajak langsung terisi tapi kita ambil  
dulu rekening korannya di Bank terus diliat realisasi yang sudah kita 
mintakan terus kita isi satu-satu perbulan itu otomatis ada buku pajak, ada 
buku kas, dan buku pembantu pajak itu langsung otomatis terisi semua. 
3. Apakah Ibu sudah memahami bagaimana cara menghitung PPh Pasal 21 atas 
gaji, dan honorarium yang dibayarkan kepada pegawai? 
Kalau perhitungan tentang gaji dan honor itu sejauh ini sudah paham tetapi 
kalau misalkan ada yang yang tidak dimengerti saya ke SPI bertanya kepada 
adik-adik yang disana. 
4. Kesalahan apa yang biasa terjadi dalam pembayaran dan pelaporan pajak? 
Sejak ada SPI kesalahan itu sudah kurang tapi sebelum adanya SPI biasa 
salah dalam pemotongannya harusnya dipotong segini tapi saya potong segitu 
terus kesalahan dalam kode akun dan kode jenis setoran juga tapi sejak ada 
SPI alhamdulillah kesalahan sudah berkurang. 
5. Apakah tidak pernah menerima sanksi/denda pajak atas keterlambatan 
membayar dan melaporkan pajak? 
Tidak, kami tidak pernah menerima sanksi pokoknya setiap akhir desember 
semua pajak itu harus dibayar lagian kan ada masa pajaknya jadi harus 
dibayar sebelum masa pajak berakhir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
RESUME WAWANCARA 
Nama Informan  : Hasanuddin 
Jabatan  : Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)  
 
1. Bagaimana cara bapak memahami aturan pajak pemerintah? 
kami diberi pelatihan perpajakan yang diadakan oleh SPI selama dua hari 
2. Apakah Bapak mencatat  seluruh transaksi  terkait pelaksanaan belanja negara 
di Fakultas Bapak? 
iya selalu dicatat baik yang diterima maupun yang dikeluarkan kami selalu 
catat walaupun bukan kami yang potong. 
3. Apakah Bapak sudah memahami bagaimana cara menghitung PPh Pasal 21 
atas gaji, dan honorarium yang dibayarkan kepada pegawai? 
kalau pasal 21 itu masalah honor, terus kalau perhitungannya itu kalau 
misalkan dia golongan 3 yang pakai NPWP itukan 5% untuk golongan 2 
samapi golongan 3/d kalau dia tenaga harian atau tenaga harian lepas tanpa 
NPWP bisa kena 6% dia tapi kalau golongan 4 keatas itu 15% ples NPWP. 
4. Apakah bapak memahami tata cara perhitungan dan tata cara pemungutan 
sesuai dengan perhitungan pasal 22? 
Pasal 22 ini kan itu pembelian atau belanja barang PPN pasal 22 10 % terus 
PPh 1,5%. terus pemotongannya itu dipotong langsung oleh bendahara 
pengeluaran. 
5. Kesalahan apa yang biasa terjadi dalam pembayaran pelaporan pajak? 
Kemungkinan tidak ada kesalahan yang terjadi dalam pembayaran yang 
terjadi itu kemungkinan keterlambatan pembayaran karena pajak bukan kita 
yang bayar tapi dipotong langsung. 
6. Apakah tidak pernah menerima sanksi/denda pajak atas keterlambatan 
membayar dan melaporkan pajak? 
selama ini kami tidak pernah meneriman sanksi ataupun denda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
RESUME WAWANCARA 
Nama Informan : Awal 
Jabatan  : Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) 
 
1. Bagaimana cara bapak memahami aturan pajak pemerintah? 
Sebenarnya juga kalau perpajakan apalagi saya bukan orang ekonomi, 
akuntansi atau keuangan cuman dari pengalaman kerja jadi biasa juga ikut 
pelatihan pengembangan keuangan termasuk didalamnya perpajakan adi 
kalau perpajakan yang menelangsungkan bendahara itu ada PPh pasal 21, 
tentang honor dan gajii, PPh pasal 22 tentang belanja barang tetapi yang 
pungut dan potong langsung itu bendahara pengeluaran. 
2. Apakah Bapak sudah memahami bagaimana cara menghitung PPh Pasal 21 
atas gaji, dan honorarium yang dibayarkan kepada pegawai? 
Setiap pajak itu sudah langsung di potong oleh bendahara pengeluaran dan 
dilaporkan langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). jadi tidak ada alasan 
setiap pegawai untuk tidak membayar pajak. 
3. Apakah bapak memahami tata cara perhitungan dan tata cara pemungutan 
sesuai dengan perhitungan pasal 23? 
Kalau masalah pemotongan PPh Pasal 23 itu di potong langsung oleh 
bendahara pengeluaran. 
4. Kesalahan apa yang biasa terjadi dalam pembayaran pelaporan pajak? 
Selama ini yang biasa terjadi kesalahan  itu kode akun pajak dan kode jenis 
setoran pajak tetapi semenjak ada SPI selama sudah tidak ada kesalahan. 
5. Apakah tidak pernah menerima sanksi/denda pajak atas keterlambatan 
membayar dan melaporkan pajak? 
Selama ini tidak pernah ada denda sudah kurang lebih 10 tahun saya jadi 
bendahara saya belum pernah mendapat sanksi ataupun denda.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
RESUME WAWANCARA 
Nama Informan : Darma 
Jabatan  : Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) 
 
1. Apakah Ibu mencatat  seluruh transaksi  terkait pelaksanaan belanja negara di 
Fakultas Ibu? 
Iya, ada BKU, Buku bantu pajak dan buku kas tunai dicatat semua disitu 
semua dikeluarkan harus dicatat kedalam buku itu. 
2. Apakah Ibu sudah memahami bagaimana cara menghitung PPh Pasal 21 atas 
gaji, dan honorarium yang dibayarkan kepada pegawai? 
kalau ini langsung dipotong dikeuangan tapi kita bikin memang permintaan 
pajaknya yang ada memang disitu jadi langsung dipotong sesuai dengan 
permintaanta.  
3. Apakah Ibu memahami tata cara perhitungan dan tata cara pemungutan sesuai 
dengan perhitungan pasal 22? 
kalau ini saya masih keliru saya masih kurang paham sama dengan PPh Pasal 
23 masih sering keliru kalau masalah perhitungannya. Tapi selama ini saya 
sering bertanya langsung ke SPI karena sudah ada SPI. 
4. Kesalahan apa yang biasa terjadi dalam pembayaran pelaporan pajak? 
Kesalahan yang biasa terjadi sampai sejauh ini itu terletak pada kode akun 
dan jenis setoran pajaknya. Tapi kan sudah ada SPI jadi kita lebih mudah 
kalau misalkan ada yang tidak di tau atau masih ragu  kita langsung bertanya 
disana.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
RESUME WAWANCARA 
Nama Informan : Muh. Ihsan Pawelloi 
Jabatan  : Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) 
 
1. Bagaimana cara bapak memahami aturan pajak pemerintah? 
kita BPP pernah diberikan pelatihan tentang perpajakan pernah mengikuti 
workshop tentang perpajakan, kita juga dikasi buku panduan perpajakan oleh 
SPI. adi kami pernah mengadakan pelatihan pernah diadakan di Training 
Center dan diadakan diruangan SPI sendiri 
2. Apakah Bapak mencatat  seluruh transaksi  terkait pelaksanaan belanja negara 
di Fakultas Bapak? 
Disitukan ada tanggal notanya  jadi kita kumpulkan dulu tidak langsung 
dicatat dalam pembukuan ada waktu-waktu khusus untuk mencatatnya. 
3. Apakah Bapak sudah memahami bagaimana cara menghitung PPh Pasal 21 
atas gaji, dan honorarium yang dibayarkan kepada pegawai? 
Pegawai dan dosen itu sudah dipotong langsung pajaknya oleh bendahara 
tetapi pemotongannya dibedakan berdasarkan jabatan dan golongannya 
seperti PNS dengan golongan IV/a  itu potongannya 15% , golongan III/c dan 
III/d itu potongannya 5% dari honor mereka. 
4. Apakah bapak memahami tata cara perhitungan dan tata cara pemungutan 
sesuai dengan perhitungan pasal 22? 
Kalau PPh Pasal 22 ini kalau ada belanja-belanja kita yang langsung potong 
kemudian dibayar langsung ke Bank BPP sendiri yang bayar. 
5. Apakah bapak/ibu memahami tata cara perhitungan dan tata cara pemungutan 
sesuai dengan perhitungan pasal 4 ayat 2? 
Kalau Pasal 4 Ayat 2 itu saya selaku BPP belum pernah transaksi semacam 
itu. 
6. Kesalahan apa yang biasa terjadi dalam pembayaran dan pelaporan pajak? 
Biasanya kalau kayak konsumsi nomor NPWP itu nomor rekanan tenpat 
membeli konsumsi terus yang tanda tangan dibawah itu bendahara 
pengeluaran tetapi biasanya kita tidak sempat ambil NPWP nya disana 
makanya kita pakai NPWP nya UIN tapi harusnya kita pakai NPWP tempat 
beli konsumsi tapi karena tidak sempat jadi pkai NPWP UIN saja. 
7. Apakah pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21, pasal 22, pasal 23 dan 
pasal 4 ayat 2 disetor selambat-lambatnya tanggal 10 bualn berikutnya setelah 
masa pajak berakhir? 
Kita kadang-kadang lewat dari tanggal itu baru disetor. Tapi karena kita 
selalu bayar di Bank jadi kita tidak pernah mendapat denda jadi siapa mau 
denda karena kita bayar di Bank 
 
  
RESUME WAWANCARA 
Nama informan  : Ishak 
Status/ Jabatan  : Pegawai/ A.R Pajak UIN Alauddin Makassar 
1. Bagaimana pelaporan dan pemungutan pajak UIN saat ini pak? 
Pelaporan pajak UIN yang rutin seperti PPh Pasal 21 saat ini sudah bagus 
meskipun ada keterlambatan itu bukan faktor yang kaku tapi bukan juga karena 
kurangnya pemahaman, tapi mungkin karena faktor kesibukan. Terus yang tidak 
rutin seperti SPT masa PPh pasal 22 untuk belanja barang, SPT masa PPh Pasal 
23 untuk belanja jasa, SPT PPh Pasal 4 Ayat 2 untuk jasa konstruksi dan SPT 
masa PPN ada sarananya juga namanya SPT (Surat Pemberitahuan) setiap 
bulannya kapan bulan dia ada transaksi berarti dia harus lapor bulan berikutnya, 
tapi insidentil terkadang ada laporannya terkadang tidak ada. Istilahnya bagian 
keuangan itu cukup sibuk sehingga untuk masalah pajak harus ada orang sendiri 
yang membantu sesama bendahara karena bendahara tidak bisa mengerjakan 
semua. Kalau masalah pemotongannya itu sudah betul  dan perhitungannya juga 
sudah betul, kalau untuk pemotongan PPh Pasal 21 yang sifatnya rutin itu kan 
biasanya ada aplikasi jadi langsung, itu yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal 
Perbendahraan. DJP itu dia bagi aplikasi hitungan gaji PPh kesemua satuan kerja 
yang menggunakan DIPA (Daftar Isisan Penggunaan Anggaran). Kalau 
perhitungannya sudah bagus untuk semua jenis PPh dan PPN sudah bagus. 
2. Kalau dilihat dari segi penerimaan pajak apakah UIN sudah optimal penerimaan 
pajaknya pak? 
Kalau optimalisasi, harapan kita semuanya optimal. Tapi optimal itu kan 
tergantung banyak faktor, terutama penyelenggara kegiatan. Tapi Sejauh ini 
penerimaan pajak dari UIN Alauddin Makassar itu sudah bagus. Pada tahun 2013, 
penerimaan pajak yang berasal dari UIN itu mencapai Rp 9,6 Milliar. Kemudian 
pada tahun 2014 mencapai kurang lebih 10,5 miliar dan sepertinya akan 
meningkat di tahun 2015 ini 
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